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ABSTRAK 

ANALISIS MASUKNYA INTERVENSI PIHAK KETIGA PADA KASUS 

SENGKETA TANAH  (STUDI PUTUSAN 04/PDT.G/2021/ PN.BKN) 

ADINDA PUSPITA ANDIANI 

NPM. 2106200020 

 

 Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau 

memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna 

memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan. 

Secara umum dalam gugatan terdapat dua pihak yaitu penggugat dan tergugat, 

namum sering terjadi dalam gugatan ada pihak ketiga yang terlibat ataupun ikut 

serta dalam sengketa atau disebut sebagai intervensi. Adapun rumusan masalah 

dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum acara tentang masuknya 

intervensi pihak ketiga; Apa akibat hukum masuknya intervensi pihak ketiga 

dalam pemeriksaan perkara dipersidangan; Bagaimana pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, 

maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif 

terhadap data primer dan data sekunder. Untuk mengetahui pengaturan hukum 

acara tentang masuknya pihak ketiga; Untuk mengetahui akibat hukum masuknya 

intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dipersidangan; Untuk 

mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 

04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn. 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa masuknya intervensi pihak ketiga tidak 

diatur dalam kitab undang udang hukum acara perdata tetapi diatur dalam 

reglement op de rechtsvordering (RV). Masuknya intervensi ini memiliki akibat 

antara lain memperlambat proses persidangan, merugikan para pihak. Dalam 

memutus perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn, hakim menolak atau gugatan 

tidak dapat duterima, karena hakim mengatakan kurangnya para pihak dalam 

gugatan intervensi tersebut. 

 

Kata Kunci: Intervensi, Gugatan, Akibat hukum 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa 

kehadiran orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan 

dengan sesamanya, kehidupan bersama ini yang menyebabkan adanya interaksi 

satu sama lain. Interaksi sosial antara sesama manusia adakalanya menyebabkan 

konflik diantara mereka, dimana masing-masing pihak mempertahankan haknya 

dari pihak lainnya, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya. 

Perselisihan dapat terjadi baik antar perseorangan, perseorangan dengan badan 

hukum, ataupun antar badan hukum. 

 Sengketa di Indonesia telah menjadi masalah umum di kalangan 

masyarakat, Pengertian sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti 

adanya perbedaan pendapat, penafsiran maupun pertentangan antara orang-orang 

atau para pihak terhadap satu objek perselisihan yang mempunyai hubungan atau 

kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat 

hukum antara satu dengan yang lain.1 Sengketa dapat terjadi mulai dari lingkup 

keluarga hingga lingkup hukum. Penyelesaian sengketa sudah ada dalam latar 

budaya masyarakat Indonesia sebagai pola penyelesaian sengketa berdasarkan 

musyawarah. 

 

                                                           
 1 Rizka Syafriana, Asliani,  Lilawati Ginting. 2024. “Peran Mediator Sebagai Salah Satu 

Profesi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”. SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial, 

dan Ekonomi). 3(1), halaman 188. 
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 Sengketa merupakan keadaan di mana satu pihak merasa dirugikan oleh 

pihak lain dan mengekspresikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Dalam proses 

penyelesaian sengketa ini bisa dengan cara litigasi melalui persidangan maupun 

non litigasi. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya 

yang win-lose, tidak responsif, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka 

untuk umum. 

 Sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan 

mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan di dalam kompleksitas 

permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, 

sosial, dan politik.2 

 Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik 

kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari dizaman sekarang. 

Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah 

untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya. 

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk penyelesaian sengketa tanah 

dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang mana dapat 

merugikan masyarakat karena tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut 

dalam sengketa. 

 Dalam penyelesaian sengekta perdata sering kali melibatakan berbagai 

pihak dan penyelesaiannya memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap 

prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Salah satu cara untuk menyelesaikan 

sengketa perdata yaitu melalui hukum acara perdata. Hukum acara perdata 

                                                           
 2 Maria Sumardjono,Nurhasan Ismail,Isharyanto, 2008, Mediasi Sengketa Tanah, Jakarta: 

Kompas halaman 1. 
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memberikan sarana untuk setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin 

mempertahankan haknya dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. 

 Menurut Darwin Prints, Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk 

menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau 

kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat 

melalui putusan pengadilan. Sementara itu Sudikno Mertokusumo 

mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan 

yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan 

untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (eigenrighting).3 

 Syarat gugatan ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat 

materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat 

dalam surat gugatan, yang terdiri atas identitas para pihak, posita, petitum. 

Sedangkan syarat formil adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib 

beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak 

melanggar kompetensi absolut maupun relatif.4 

 Hukum acara perdata mengenal dua macam gugatan yaitu gugatan 

voluntair (permohonan) dan gugatan perdata (gugatan contentiosa). gugatan 

voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan 

yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri.  

 Dalam perkara voluntair, hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti 

halnya dalam dalam suatu gugatan. Permohonan yang biasa diajukan ke 

pengadilan negeri diantaranya adalah permohonan pengangkatan anak, 

permohonan pengangkatan wali, dan permohonan penetapan sebagai ahli waris. 

                                                           
 3 H. Abdul Manan, 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata (di Lingkungan Peradilan 

Agama), Jakarta: Kencana, halaman 1. 

 4 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. 2007, Hukum Acara Perdata dan 

Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, halaman 31. 
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Berbeda halnya dengan gugatan contentiosa, permasalahannya diajukan dan 

diminta untuk diselesaikan dalam gugatan yang merupakan perselisihan hak 

diantara para pihak. 

 Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yaitu: masalah yang diajukan 

bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), 

permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada 

prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with 

another party), dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai 

lawan, tetapi bersifat exparte,5 para pihak disebut sebagai pemohon dan termohon.  

 Gugatan contetiosa adalah gugatan yang mengandung sengketa antara dua 

pihak atau lebih, yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan 

kepada pengdilan dengan posisi para pihak yang mengajukan penyelesaian 

sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat, sedangkan yang ditarik sebagai 

pihak lawan disebut tergugat, gugatan perdata bersifat partai (party).6  

 Ciri-ciri gugatan contentious diantaranya adalah Masalah yang diajukan 

adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum 

dengan seseorang atau badan hukum yang lain, adanya suatu sengketa dalam 

gugatan ini, terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan 

ini, para pihak disebut penggugat dan tergugat. 

 Secara umum dalam gugatan terdapat dua pihak yaitu penggugat dan 

tergugat, namum sering terjadi dalam gugatan ada pihak ketiga yang terlibat 

                                                           
 5 M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30. 

 6 Ibid, halaman 50. 
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ataupun ikut serta dalam sengketa. Hal ini juga juga dikatakan oleh Sudikno 

Mertokusumo : 

Suatu sengketa perdata itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak yang 

bersengketa, yaitu pihak Tergugat dan pihak Penggugat maka di dalam 

praktek tidak jarang terjadi adanya pihak ketiga dalam suatu sengketa 

perdata Penggugat, tergugat dan pihak Ketiga, acara dengan pihak ketiga 

ini tidak diatur dalam HIR akan tetapi dalam RV.7 

 Masuknya pihak ketiga dalam suatu gugatan baik karna ditarik oleh salah 

satu pihak untuk ikut serta ataupun karena inisiatif sendiri dalam pemeriksaan 

sengketa perdata disebut sebagai intervensi. Jenis intervensi ada tiga yaitu 

voeging, tussenkomst, dan vrijwaring.  

 Tussenkomst adalah pihak ketiga yang atas kemauannya sendiri ikut serta 

dalam pemeriksaan perkara perdata antara penggugat dan tergugat, dimana pihak 

ketiga ini tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, karena 

jika ia tidak ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara itu maka kepentingannya 

dapat terganggu. 

 Pihak ketiga akan turut serta pada proses pemeriksaan perkara perdata 

dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Kehadiran pihak 

ketiga ini, Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili 

akan menetapkan apakah gugatan untuk ikut serta pihak ketiga tersebut dapat 

diterima atau ditolak. Jika diterima maka pihak ketiga dilibatkan dalam proses 

pemeriksaan sengketa perdata yang sedang berlangsung.8 

                                                           
 7 Sudikno Mertokusumo, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberti, 

halaman 18. 

 8 Puri Galih Kris Endarto. (2010). “Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst 

sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa”. Pandecta Research 

Law Journal, 5(2), halaman 161. 
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 Gugatan intervensi merupakan solusi untuk pihak ketiga dalam 

mempertahankan hak-haknya yang masih menjadi obyek sengketa antara para 

pihak di Pengadilan. Dibandingkan dengan proses beracara sendiri membutuhkan 

proses yang lebih lama, sehingga gugatan intervensi tussenkomst ini pada 

hakekatnya untuk menyederhanakan prosedur beracara dan mencegah adanya 

putusan yang saling bertentangan. 

 Menurut penulis perkara dengan nomor register 04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn 

menarik untuk di analisis hal ini dikarenakan pada perkara tersebut dapat 

memberikan gambaran konkret mengenai penyelesaian yang akan digunakan 

dalam gugatan intervensi tussenkomst dalam praktik peradilan di Indonesia. 

Dalam kasus ini majelis hakim mengabulkan penggugat intervensi untuk gabung 

dalam perkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn dengan membawa bukti yang 

mendukung dari dalil dalil gugatan yang menerangkan bahwa dia pemilik sah dari 

objek sengketa perkara ini. 

 Dalam perkara nomor 04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn membahas tentang sengketa 

tanah, dimana dalam gugatan intervensinya penggugat intervensi menggugat para 

tergugat intervensi I sampai dengan tergugat VIII karena tanahnya di ambil alih 

oleh para pihak tergugat I, II, dan III. Perbuatan tersebut termasuk dalam 

perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, 

suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur yaitu: ada suatu 

perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, ada kesalahan dari pelaku, ada kerugian 
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korban, dan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.9 Menurut Andi 

Hamzah, tidak mungkin ada kesalahan (schuld) tanpa adanya perbuatan melawan 

hukum (wederrechtelijk), tetapi mungkin saja ada perbuatan melawan hukum 

tanpa ada kesalahan (schuld).10 

قهُُ يوَْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أرََضِيْن  مَنْ أخََذَ شِبْرًا مِنَ الأرَْضِ ظُلْمًا، فإَنَِّهُ يطَُوَّ
 
َ  

Artinya : “Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, Allah akan 

mengalungkan tujuh lapis bumi kepada dirinya.” (HR Muttafaq ‘alayh).  

ا امَْوَالَ  امِ لِتأَكُْلوُْا فَ  كُ وَلََ تأَكُْلوُْْٓ ثمِْ وَانَْتمُْ تعَْلَمُوْنَ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتدُْلوُْا بهَِآْ اِلَى الْحُكَّ نْ امَْوَالِ النَّاسِ بِالَِْ رِيْقًا مِِّ   

Artinya, “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, 

dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan 

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan 

dosa, padahal kamu mengetahui.” (Surat Al-Baqarah ayat 188).  

 Dalam kasus ini para penggugat awal telah menggugat tergugat dan para 

turut tergugat, akan tetapi dalam gugatan intervensinya salah satu pihak tergugat 

awal tidak ikut digugat oleh penggugat intervensi dalam gugatan intervensi 

tersebut. 

 Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan mengangkat judul 

“Analisis Masuknya Intervensi Pihak Ketiga Pada Kasus Sengketa Tanah 

(Studi Putusan 04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn)” 

 

 

                                                           
 9 Japansen Sinaga & Bisdan Sigalingging, 2024, Kebijakan Non Penal Untuk Penegakan 

Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Medan; Umsu Press, halaman 178-179. 

 10 Muhammad Yusni, Bisdan Sigalingging. 2024. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Dalam Rangka Untuk Deterrence Effect Dan Effective Detterence”. IURIS STUDIA: Jurnal 

Kajian Hukum. 5(2), halaman 430. 
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1. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan 

pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu:  

a. Bagaimana pengaturan hukum acara tentang masuknya intervensi pihak 

ketiga? 

b. Apa akibat hukum masuknya intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan 

perkara dipersidangan?  

c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 

04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn? 

2. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaturan hukum acara tentang masuknya pihak 

ketiga 

b. Untuk mengetahui akibat hukum masuknya intervensi pihak ketiga dalam 

pemeriksaan perkara dipersidangan  

c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 

04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn 

3. Manfaat Penelitian 

 Berkenaan dengan permasalahan di atas, diharapkan penelitian ini akan 

memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut: 
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a. Manfaat teoritis yang diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi 

dalam menambah literature akademik di bidang hukum terkait mekanisme 

masuknya intervensi dalam sengketa tanah. 

b. Manfaat praktis, memberikan pandangan tentang bagaimana intervensi 

dapat mempercepat penyelesaian sengketa tanah, sehingga mengurangi 

biaya dan waktu yang terbuang dalam proses litigasi. 

 

B. Definisi Operasional 

 Definisi Operasional adalah pemahaman terhadap keseluruhan hal yang 

digunakan dalam penelitian setiap variabel dan istilah. Tujuan dari definisi 

operasional ini adalah untuk memperjelas variabel atau spesifik dan terukur. 

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Analisis Masuknya 

Intervensi Pihak Ketiga Pada Kasus Sengketa Tanah (Studi Putusan 

04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn)”. Terdapat uraian sebagai beikut: 

1. Intervensi adalah pihak ketiga yang masuk atas kemauannya sendiri untuk 

ikut serta dalam pemeriksaan perkara perdata antara penggugat dan 

tergugat. 

2. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur cara orang 

dan pengadilan bertindak untuk melaksanakan hukum perdata. Hukum 

acara perdata juga disebut hukum perdata formil. 

3. Akibat Hukum adalah akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang 

dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku 

dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan 



10 
 

 
 

tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu 

akibat yang dikehendaki hukum. 

4. Sengketa adalah perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara dua 

pihak atau lebih, yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, kepentingan, 

atau persepsi. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai lingkup, seperti 

individu, kelompok, perusahaan, negara, dan sebagainya. 

5. Sengketa tanah adalah sebidang atau beberapa bidang tanah yang 

kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak. Kedua belah pihak 

berselisih saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah yang 

dipersengketakan. 

6. Pihak ketiga adalah individu atau badan yang terlibat atau ikut serta dalam 

suatu perkara tetapi bukan salah satu pelaku utamanya, dan mungkin 

memiliki kepentingan yang lebih rendah dalam perkara tersebut.  

 

C. Keaslian Penelitian 

 Penulisan Karya Ilmiah dengan judul “Analisis Masuknya Intervensi Pihak 

Ketiga Pada Kasus Sengketa Tanah (Studi Putusan 04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn)” 

adalah asli yang dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature 

seperti buku-buku, jurnal, al quran dan hadist serta peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian 

sekarang adalah sebagai berikut: 

1. Analisi Hukum Tentang Intervensi Pihak Ketiga Dalam Putusan 

Gugat Cerai Dan Hadhanah Dipengadilan Agama Purbalingga ( Studi 
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kasus putusan 1640/Pdt.G/2023/Pa.Pbg), Dewi Wulansari nim 

30302000105, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis yaitu metode penelitian yang melakukan pengamatan secara 

langsung, Semarang 2023, penelitian ini membahas intervensi pihak 

ketiga dalam memutus gugat cerai dan hadhanah di pengadilan agama, 

akibat intervensi pihak ketiga dalam perkara perceraian orang tuanya, 

dan pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak. Sedangkan 

penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum acara tentang 

masuknya intervensi pihak ketiga; akibat hukum masuknya intervensi 

pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dipersidangan; dan 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 

04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn. 

2. Analisis Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Dalam 

Perkara Intervensi Tussenkomst Nomor: 580k/Pdt/2017, Reza Torio 

Kamba, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum 

normative yang disebut juga dengan penelitian hukum 

teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau 

implementasi hukum, Bandar Lampung 2018, penelitian ini 

membahas putusan kasasi mahkamah agung dalam perkara intervensi 

tussenkomst, pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap Putusan 

Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi Tussenkomst, dan 

membahas akibat hukum yang timbul dari perkara tersebut, 

Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum acara 
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tentang masuknya intervensi pihak ketiga; akibat hukum masuknya 

intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dipersidangan; dan 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 

04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn. 

3. Gugatan Intervensi Anak Dalam Proses Perceraian Orang Tuanya 

(Kajian Tentang Hukum Acara Peradilan Agama), Abdul Ghofir nim 

1402016037, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normatif, kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, 

Semarang 2018, penelitian ini membahas sinkronisasi Pasal 279 Rv 

dengan gugatan intervensi dalam proses perceraian di Pengadilan 

Agama dan ketentuan hukum intervensi anak dalam proses perceraian 

orang tuanya, dan Sinkronisasi Pasal 279 Rv dengan Gugatan 

Intervensi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Sedangkan 

penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum acara tentang 

masuknya intervensi pihak ketiga; akibat hukum masuknya intervensi 

pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dipersidangan; dan 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 

04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn. 

 
D. Metode Penelitian 

 Metode Penelitian (research methods) guna untuk memenuhi kebutuhan 

tuntutan dalam sarjana hukum yang akan dibentuk, dari sebuah karya yang akan 
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diciptakan.11 Fungsi Metode penelitian adalah guna menambah kemampuan 

penulis untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan 

lengkap.12 

 Agar memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan maka diperlukan langkah-langkah 

atau metode penelitian, sehingga memperoleh data yang akurat maka penulis 

akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder.13 Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, 

dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-

undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat 

dilakukan pada perundang-undangan dan kasus tertentu atau hukum tertulis. 

2. Sifat Penelitian 

 Sifat penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif 

analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Setiap data yang 

diperoleh secara baik akan langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk 

memperjelas maksud dari penelitian ini. 

 

                                                           
11 Nitaria Angkasa, 2019, Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar, lampung: 

CV. Laduny Alifatama Anggota Ikapi, halaman 11 
12 Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 

halaman 17. 

 13 Rahmat Ramadhani, Ida Hanifah, farid Wajdi. (2024). “Presidential Decree Number 62 

of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform.” Jurnal Penelitian 

Hukum De Jure. 24(1), halaman 031-042. 
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3. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan ini di dasarkan pada prinsip-prinsip hukum Peraturan 

Perundang-undangan, pendekatan kasus dan penelitian sistematis dapat dilakukan 

pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. 

4. Sumber Data Penelitian 

 Sumber data adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber 

data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut: 

a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qura’an dan hadist. 

Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan 

sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan 

berupa ayat Al-Qur’an Yaitu surat Surat Al-Baqarah ayat 188 dan HR 

Muttafaq ‘alayh, yang memiliki kaitan dalam penelitian ini sebagai 

dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti. 

b. Data Sekunder yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penelitian seperti: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1847 tentang Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata 

b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok Pokok Agraria 

c) Peraturan Kepala BPN No.11 Tahun 2016 

d) HIR (Het Herziene Indoneisch Reglement) 

e) RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) 



15 
 

 
 

f) RV (Reglement Rechtvordering) 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang mendukung penelitian 

seperti: data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal, 

internet, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian. 

3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang akan memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan 

sekunder, seperti: kamus bahasa, eksiklopedia atau jurnal cabang 

ilmu lainnya. 

5. Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpul data yang diperlukan dalam penelitian yaitu studi 

kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mencari data seperti 

perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, studi dokumen dan bahan-bahan 

lainnya yang relevan dengan topik penelitian melalui internet. 

6. Analisis Data 

 Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian 

bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis 

secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.14 Analisis 

kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran 

yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-

peraturan, buku-buku ilmiah, jurnal yang ada hubungannya dengan judul yang 

                                                           
 14 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Palu: Sinar Grafika, halaman 107. 
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dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu 

pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hukum Acara Perdata 

 Hukum peirdata mateiriil tidak mungkin beirdiri seindiri dan teirleipas dari 

hukum acara peirdata, seibaliknya hukum acara peirdata tidak mungkin beirdiri 

seindiri leipas dari pada hukum peirdata mateiriil. Keiduanya saling meimeirlukan satu 

sama lain dan meimiliki keiteirkaitan dalam peirannya meineigakkan hukum di 

masyarakat. Hukum acara peirdata itu tidak hanya peinting dalam praktik peiradilan 

saja, teitapi juga beirpeingaruh di luar peiradilan, seihingga hukum acara peirdata 

peirlu meindapat peirhatian seilayaknya, dipahami dan dikuasai.  

 Hukum acara peirdata juga diseibut hukum peirdata formil, yaitu meingatur 

cara bagaimana meilaksanakan hak-hak dan keiwajiban-keiwajiban peirdata 

seibagaimana yang diatur dalam hukum peirdata mateiriil.15 Seicara umum hukum 

acara peirdata meingatur proseis peinyeileisaian peirkara peirdata meilalui hakim di 

peingadilan dalam hal peinyusunan gugatan, peingajuan gugatan, peimeiriksaan 

gugatan, putusan peingadilan sampai deingan eikseikusi atau peilaksanaan putusan 

peingadilan. 

 Hukum acara peirdata beirbeida-beida di seitiap neigara, kareina seitiap neigara 

meimiliki sisteim hukumnya seindiri. Meiskipun ada peirbeidaan, prinsip-prinsip 

dasar yang meindasari hukum acara peirdata seiring kali seirupa, seipeirti prinsip 

peirsidangan yang adil, prinsip keiseitaraan, dan prinsip keibeibasan untuk 

menyampaikan pendapat .                     

                                                           
 15 R. Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 

Bina Cipta halaman 1, 
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 Wiryono Prodjodikoro meindeifinisikan hukum acara peirdata seibagai 

rangkaian peiraturan yang meimuat cara bagaimana orang harus beirtindak teirhadap 

dan di muka peingadilan dan cara bagaimana peingadilan itu harus beirtindak, 

seimuanya itu untuk meilaksanakan peiraturan hukum peirdata.16 

 Reitnowulan dan Iskandar meindeifinisikan hukum acara peirdata seibagai 

seimua kaidah hukum yang meineintukan dan meingatur cara bagaimana 

meilaksanakan hak-hak dan keiwajiban-keiwajiban peirdata seibagaimana yang diatur 

dalam hukum peirdata mateiriil.17 

 Sudikno Meirtokusumo meindeifinisikan hukum acara peirdata seibagai 

peiraturan hukum yang meingatur bagaimana caranya meinjamin ditaatinya hukum 

peirdata mateiriil deingan peirantaraan hakim.18 

 Abdulkadir Muhammad meirumuskan seicara singkat bahwa hukum acara 

peirdata seibagai peiraturan hukum yang meingatur proseis peinyeileisaian peirkara 

peirdata meilalui peingadilan, seijak diajukan gugatan sampai deingan peilaksanaan 

putusan peingadilan.19 Ada beibeirapa macamtujuan hukum acara peirdata yaitu:20 

1. Peirlindungan Hak-hak Individu  

Hukum acara peirdata beirtujuan untuk meili indungi i hak-hak i indi ivi idu dalam 

seingkeita peirdata. Iini i teirmasuk hak untuk meimpeiroleih peindeingaran yang 

                                                           
 16 Wirjono Prodjodikoro, 1992, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Sumur Batu, 

halaman 12. 

 17 Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 1983, Hukum Acara Perdata 

Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Alumni, halaman 1-2. 

 18 Sudikno Mertokusumo, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 

halaman 2. 

 19 Abdulkadir Muhammad, 2015, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra 

Aditya Bakti, halaman 10. 

 20 Fahum Umsu, Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses, 

https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/ 

Diakses pada tanggal 13 April 2025. 

https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/
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adi il, hak untuk meimbeiri ikan bukti i dan argumein yang reileivan, hak untuk 

meimpeiroleih putusan yang di idasarkan pada hukum dan fakta yang ada, 

seirta hak untuk meineigakkan putusan peingadi ilan. 

2. Keiadi ilan dan Keipasti ian Hukum  

Hukum acara peirdata meimasti ikan bahwa peirsi idangan di ilakukan seicara 

adi il dan seitara bagi i seimua pi ihak yang teirli ibat. Pri insiip keiadi ilan dan 

keiseitaraan meinjadi i landasan dalam meimasti ikan bahwa proseis hukum 

beirlangsung tanpa di iskri imi inasi i atau peinyalahgunaan keikuasaan.  

3. Eifi isi ieinsi i dan Eifeikti ivi itas  

Hukum acara peirdata beirtujuan untuk meincapai i peinyeileisai ian seingkeita 

peirdata seicara eifi isi iein dan eifeikti if. Iini i meincakup peingaturan waktu dan 

jadwal peirsi idangan, peinggunaan proseidur yang teipat, dan peingeilolaan 

bukti i deingan ceirmat. Tujuannya adalah untuk meinceigah peinundaan yang 

ti idak peirlu dan meimungki inkan pi ihak-pi ihak yang teirli ibat untuk 

meindapatkan keiputusan yang adi il dalam waktu yang wajar. 

4. Meinjami in Keipatuhan Teirhadap  

Hukum Hukum acara peirdata meindukung pri insi ip peineigakan hukum 

deingan meimasti ikan bahwa putusan peingadi ilan dapat di ilaksanakan. Iini i 

teirmasuk meimbeiri ikan cara-cara peilaksanaan putusan, teirmasuk meilalui i 

peilaksanaan keiuangan, si ita eikseikusi i, dan tiindakan hukum lai innya, 

seihi ingga pi ihak yang meinang dalam seingkeita dapat meimpeiroleih 

peimeinuhan hak-haknya. 

5. Peingheimatan Bi iaya  
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Hukum acara peirdata juga beirtujuan untuk meincapai i peingheimatan bi iaya 

dalam peinyeileisai ian seingkeita peirdata. Iini i dapat di ilakukan deingan 

meimfasi ili itasi i peinyeileisai ian seingkeita meilalui i meidi iasi i atau neigosi iasii 

seibeilum meincapai i tahap peirsi idangan yang leibi ih kompleiks dan mahal. 

Seilai in i itu, aturan dan proseidur yang eifi isi iein juga meimbantu meingurangi i 

bi iaya dan waktu yang teirli ibat dalam peirsi idangan. 

 Hukum acara peirdata beirbeida-beida di i seiti iap neigara, kareina seiti iap 

neigara meimi ili iki i si isteim hukumnya seindi iri i. Meiski ipun ada peirbeidaan, 

pri insi ip-pri insi ip dasar yang meindasari i hukum acara peirdata seiri ing kalii 

seirupa, seipeirti i pri insi ip peirsi idangan yang adi il, pri insi ip keiseitaraan, dan 

pri insi ip keibeibasan untuk meinyampai ikan peindapat. Adapun pri insi ip Pri insi ip 

hukum acara peirdata seibagai i beiri ikut:21 

1. Pri insiip Peirsi idangan yang Adi il Pri insi ip i ini i meinjami in bahwa seiti iap pi ihak 

yang teirli ibat dalam peirsi idangan meimi ili iki i hak untuk meimpeiroleih 

peindeingaran yang adi il dan seitara. Iini i meili iputi i hak untuk meindapatkan 

peimbeiri itahuan yang meimadai i teintang peirsi idangan, hak untuk hadi ir dii 

peirsi idangan, hak untuk meingajukan bukti i dan argumein, dan hak untuk 

meindapatkan keiputusan yang di idasarkan pada hukum dan fakta yang ada. 

2. Pri insiip Keiseitaraan Pri insi ip i ini i meineigaskan bahwa seimua pi ihak dalam 

peirsi idangan harus di ipeirlakukan seicara adi il dan seitara, tanpa adanya 

di iskri imiinasi i beirdasarkan jeini is keilami in, ras, agama, keibangsaan, atau 

                                                           
 21 Ibid 



21 
 

 

 

faktor-faktor lai innya. Haki im beirtanggung jawab untuk meimasti ikan 

keiseitaraan i ini i di ijaga seilama proseis peirsi idangan. 

3. Pri insiip Keiseimpatan Meindeingar dan Meimbeila Di iri i Pri insi ip i ini i meinjami in 

bahwa seiti iap pi ihak yang teirli ibat dalam peirsi idangan meimi ili iki i keiseimpatan 

untuk meinyampai ikan argumein dan meimbeila di iri i meireika seindi iri i. Iini i 

meili iputii hak untuk meimbeiri ikan bukti i, meingajukan peirtanyaan keipada 

saksi i, dan meinghadi irkan peingacara untuk meimbeiri ikan reipreiseintasii 

hukum. 

4. Pri insiip Keipasti ian Hukum Priinsi ip iini i meineikankan peinti ingnya keipasti ian 

hukum dalam peinyeileisai ian seingkeita peirdata. Haki im harus meingambi il 

keiputusan yang jeilas, konsi istein, dan dapat di ipreidi iksii beirdasarkan hukum 

yang beirlaku. Pri insi ip i ini i meimbantu meinci iptakan keiadi ilan dan 

keipeircayaan dalam si isteim peiradi ilan. 

5. Pri insiip Keiteirbukaan Pri insiip i ini i meineikankan peinti ingnya transparansi i 

dalam proseis peirsi idangan. Peirsi idangan peirdata bi iasanya teirbuka untuk 

umum, keicuali i ada alasan yang sah untuk meinjaga keirahasi iaan atau 

keipeinti ingan publi ik yang lai in. Pri insiip i inii meimungki inkan publi ik untuk 

meimantau dan meimahami i bagai imana keiputusan peingadi ilan di ibuat. 

6. Pri insiip Keisaksamaan dan Keiwajaran Pri insi ip iini i meingharuskan haki im atau 

majeili is haki im untuk meimpeirti imbangkan fakta dan argumein yang 

di isaji ikan oleih keidua beilah pi ihak seicara adi il dan objeikti if. Haki im harus 

meinjaga keiti idakbeirpi ihakan dan meimutuskan beirdasarkan bukti i dan 

hukum yang reileivan. 
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7. Pri insiip Peinye ileisai ian Seingkeita yang Eifi isi iein 

Pri insiip i ini i meineikankan peinti ingnya peinye ileisai ian seingkeita peirdata seicara 

eifi isi iein dan eifeikti if. Peingadi ilan harus meingeilola peirsi idangan deingan 

ceirmat, meingatur jadwal, dan meindorong pi ihak-pi ihak untuk meincapaii 

peinye ileisai ian yang meimuaskan meilalui i meidi iasi i atau neigosi iasi i seibeilum 

meincapai i tahap peirsi idangan yang leibi ih lanjut. 

 Sumbeir hukum acara peirdata adalah teimpat di i mana dapat di iteimukannya 

keiteintuan-keiteintuan hukum acara peirdata yang beirlaku di i Iindoneisi ia. Beiri ikut 

Peingaturan hukum acara peirdata di i Iindoneisi ia: 

1. HIiR (Heit Heirzi ieinei Iindoneii isch Reigleimeint) 

2. RBg (Reichtsreigleimeint voor dei Bui iteingeiweistein) 

3. Rv (Reigleimeint op dei Burgeirli ijkei Reichtsvordeiri ing) 

4. BW (Burgeili ijk Weitboeik) 

5. WvK (Weitboeik van Koophandeil) atau di ikeinal deingan Ki itab Undang 

Undang Hukum Dagang 

Beiri ikut beibeirapa asas hukum acara peirdata di i Iindoneisi ia:  

1. Asas Neigara Hukum Iindoneisi ia 

Asas Neigara Hukum Iindoneisi ia meirupakan salah satu asas peinti ing darii 

asas peiradi ilan, maka asas teirseibut ti idak dapat di ipi isahkan dari i asas-asas 

lai innya, bahkan meirupakan satu keisatuan yang sali ing beirhubungan dan 

sali ing teirkai it deingan asas lai innya, yakni i asas deimokrasi i, keikeiluargaan, 
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keiseilarasan, keiseii imbangan dan keiseirasi ian, peiradi ilan beibas dan meirdeika, 

musyawarah dan peirsamaan di i hadapan hukum dan lai inlai in.22 

2. Haki im Beirsi ifat Meinunggu (i indeix nei proceidat eix offiici io) 

Haki im beirsi ifat meinunggu arti inya i ini isi iati if peingajuan gugatan beirasal darii 

pi ihak yang beirkeipeinti ingan. Haki im (peingadi ilan) hanya meinunggu 

di iajukannya tuntutan hak oleih peinggugat. Yang meingajukan tuntutan hak 

adalah pi ihak yang beirkeipeinti ingan.23 Apabi ila ti idak di iajukannya gugatan 

atau tuntutan hak, maka ti idak ada haki im. Haki im baru beikeirja seiteilah 

tuntutan di iajukan keipadanya. 

3. Haki im Beirsi ikap Pasi if 

a. Asas haki im beirsi ifat pasi if i ini i meingandung beibeirapa makna, di i 

antaranya: Iini isi iati if untuk meingadakan acara peirdata ada pada pi ihak-

pi ihak yang beirkeipeinti ingan dan ti idak peirnah di ilakukan oleih haki im.  

b. Haki im waji ib meingadi ili i seiluruh tuntutan dan di ilarang meinjatuhkan 

putusan teirhadap seisuatu yang ti idak di ituntut atau meingabulkan leibi ih 

dari ipada yang di ituntut (Pasal 189 RBg/Pasal 178 HIiR). 

c. Haki im meingeijar keibeinaran formi il, keibeinaran yang hanya di idasarkan 

keipada bukti i-bukti i yang di iajukan di i deipan si idang peingadi ilan tanpa 

harus di iseirtai i keiyaki inan haki im.  

                                                           
 22 R. Soepomo, 2005, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya 

Paramita, halaman 17-21. 

 23 Zainal Asikin, 2016,  Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, 

halaman 9. 
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d. Para pi ihak yang beirpeirkara beibas pula untuk meingajukan atau untuk 

ti idak meingajukan upaya hukum, bahkan untuk meingakhi iri i peirkara di i 

peingadi ilan deingan peirdamai ian. 

4. Peirsi idangan Teirbuka untuk Umum 

Seicara formal asas i ini i meimbuka keiseimpatan untuk “kontrol sosi ial”, di i 

mana untuk meinjami in peiradi ilan yang ti idak meimi ihak, adi il, objeikti if, 

beirproseis seisuai i deingan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. 

Asas i ini i beirtujuan untuk meimbeiri i peirli indungan hak asasi i manusi ia di i 

bi idang peiradi ilan, seihi ingga teirjadi i peimeiri iksaan yang fai ir dan objeikti if dan 

di idapat putusan yang objeikti if.24 

5. Meindeingar Keidua Beilah Piihak (Horein Van Beii idei Parti ijein) 

Hal i ini i beirarti i bahwa haki im ti idak boleih meineiri ima keiteirangan dari i salah 

satu pi ihak saja seibagai i keiteirangan yang beinar, bi ila piihak lawan ti idak 

di ibeiri i keiseimpatan untuk di ideingar keiteirangan atau peindapatnya. Hal i inii 

juga beirmakna bahwa peingajuan alat bukti i harus di ilakukan di i muka 

si idang yang di ihadi iri i oleih keidua beilah pi ihak. 

6. Putusan Harus Di iseirtai i Alasan (Moti iveiri ing pliicht-voeildoeindei 

geimoti iveieird) Seimua putusan peingadi ilan harus meimuat alasan-alasan 

putusan yang di ijadi ikan dasar untuk meingadi ili i. Oleih kareina alasan teirseibut 

di imaksudkan seibagai i peirtanggungjawaban haki im dari i putusannya 

teirhadap masyarakat, para pi ihak, peingadi ilan yang leibi ih ti inggi i, i ilmu 

hukum seihi ingga oleih kareinanya meimpunyai i ni ilai i objeikti if 

                                                           
 24 Ibid, halaman 11 
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7. Beiracara Di ikeinakan Bi iaya 

Dalam hal beiracara di ikeinakan bi iaya i ini i di iatur dalam Pasal 2 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 

RBg, dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182-183 HIiR. Bi iaya peirkara i ini i di ipakaii 

untuk: bi iaya keipani iteiraan, bi iaya panggi ilan, bi iaya peimbeiri itahuan, bi iaya 

mateirai i, dan lai in-lai in bi iaya yang meimang di ipeirlukan seipeirti i mi isalnya 

bi iaya peimeiri iksaan seiteimpat. 

 

B. Intervensi Pihak Ketiga 

 Suatu gugatan minimal teirdapat dua pihak yang beirseingkeita, yaitu pihak 

peinggugat dan pihak teirgugat, akan teitapi ada kalanya dalam suatu gugatan 

teirdapat tiga pihak yang beirpeiran yaitu pihak peinggugat, teirgugat dan pihak 

keitiga. Ikut seirtanya pihak keitiga atas inisiatif seindiri maupun kareina ditarik 

masuk oleih salah satu pihak untuk ikut meinanggung dalam peimeiriksaan seingkeita 

peirkara peirdata diseibut deingan inteirveinsi.25 Inteirveinsi pihak keitiga adalah 

peirbuatan hukum yang dilakukan oleih pihak keitiga yang beirkeipeintingan dalam 

suatu peirkara peirdata, deingan cara meilibatkan diri atau dilibatkan oleih salah satu 

pihak yang beirpeirkara.  

 Gugatan inteirveinsi diajukan oleih pihak keitiga biasanya seiteilah ageinda 

meidiasi tidak teircapai peirdamaian sampai deingan seibeilum ageinda peimbuktian. 

Pihak keitiga seibagai pihak inteirveinsi dapat beirpeiran seibagai peinggugat inteirveinsi 

ataupun seibagai teirgugat inteirveinsi. Proseis peimeiriksaan peirkara gugatan 

inteirveinsi dimulai dari dijatuhkannya putusan seila (tussein vonis) oleih Majeilis 

                                                           
 25 Caroline Maria M & Harjono. (2020). “Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi 

Dalam Perkara Perdata”. Jurnal Verstek. 8(1), halaman 56. 
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hakim untuk meimutus boleih atau tidaknya pihak keitiga untuk ikut beirpeirkara 

dalam peirsidangan teirseibut.26 

Dalam HIR dan RBG tidak diatur meingeinai proseidur peimeiriksaan inteirveinsi atau 

campur tangan pihak keitiga dalam peirkara yang seidang beirlangsung. Namun 

diatur dalam Reigleimeint Reichtvordeiring (RV) dalam pasal 279 sampai pasal 282. 

Ada beibeirapa jeinis inteirveinsi pihak keitiga yaitu:  

1. Voeiging 

ikut seirtanya pihak keitiga atas inisiatif seindiri dalam peimeiriksaan 

seingkeita peirdata untuk meimbeila salah satu pihak peinggugat atau 

teirgugat.  Proseis Pihak keitiga teirseibut dapat meimilih untuk meindukung 

peinggugat maupun teirgugat, teirgantung keipada keipeintingan dari pihak 

keitiga atas objeik peirkara. 

2. Tusseinkomst 

Tusseinkomst adalah masuknya pihak keitiga seibagai pihak yang 

beirkeipeintingan kei dalam peirkara peirdata yang seidang beirlangsung untuk 

meimbeila keipeintingannya seindiri oleih kareina itu ia meilawan keipeintingan 

keidua beilah pihak, (yaitu peinggugat dan teirgugat yang seidang beirpeirkara). 

Tusseinkomst adalah masuknya pihak keitiga atas inisiatifnya seindiri dalam 

peimeiriksaan peirkara guna meimpeirjuangkan hak-haknya.27 

3. Vrijwaring 

                                                           
 26 Ezzah Nariswari Lupianto, Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/16993/Gugatan-Intervensi-dalam 

-Perkara-Perdata.html, diakses pada tanggal 22 Desember 2024 

 27 Yurida Zakky Umami. (2023). “Intervensi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di 

Pengadilan Negeri”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, halaman 3. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/16993/Gugatan-Intervensi-dalam%20-Perkara-Perdata.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/16993/Gugatan-Intervensi-dalam%20-Perkara-Perdata.html
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Vrijwaring adalah peinarikan pihak keitiga untuk beirtanggung jawab (untuk 

meimbeibaskan teirgugat dari tanggung jawab keipada peinggugat). Jeinis 

Vrijwaring ada 2 macam yang dikeinal dalam RV: 

a. Vrijwaring formil (garantiei formeillei Pasal 72 RV). Vrijwaring 

formil ditujukan pada tuntutan hak keibeindaan, seipeirti teirdapat 

dalam Pasal 1492 KUHPeir: si peinjual wajib meinanggug peimbeili 

dari gangguan pihak keitiga teirhadap barang yang dibeilinya. 

b. Vrijwaring simple i ditujukan pada tuntutan hak yang be irsifat 

peirorangan se ipeirti halnya yang diatur dalam Pasal 18, 39, 1840 

KUHPeirdata, peirjanjian utang piutang de ingan jaminan 

orang/pe inanggung. 

 

C. Sengketa Tanah  

 Tanah sangat beirpeiran peinti ing bagi i keihi idupan rakyat Iindoneisi ia seihi ingga 

di iatur di i dalam Konsti itusi i Neigara Iindoneisi ia. Bagi i keihi idupan manusi ia, tanah 

meimpunyai i peiranan yang sangat peinti ing kareina dalam keinyataan akan 

beirhubungan seilama-lamanya antara manusi ia deingan tanah. Dalam hal i ini i dapat 

di igambarkan bahwa hubungan manusi ia deingan tanah sangatlah eirat kareina tanah 

meirupakan modal hi idup dari i manusi ia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1960 teintang Pokok-Pokok Agrari ia, Tanah di ideifi ini isi ikan seibagai i peirmukaan 

bumi i.  

 Tanah meirupakan salah satu aspeik teirpeinti ing dalam keihi idupan manusi ia. 

Tanah meimi ili iki i fungsi i yang luas bagi i manusi ia. Mulai i dari i keihi idupan manusi ia 
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yang beirasal dari i tanah, tumbuh dan beirkeimbang seirta beirakti ivi itas di i atas tanah 

sampai i deingan di ikuburnya manusi ia kei dalam tanah dalam rangka meimeinuhii 

janji inya keipada sang peinci ipta. Deimi iki ian beisar manfaat tanah bagi i manusi ia, 

seihi ingga keihi idupan manusi ia ti idak dapat di ileipaskan dari i keibeiradaan peiran dan 

fungsi i hak atas tanah.28 

 Hukum agrari ia meirupakan keiseiluruhan norma-norma hukum bai ik teirtuli is 

maupun ti idak teirtuli is yang meingatur hubungan hukum antara subjeik hukum 

dalam bi idang agrari ia.29 Pondasi i hukum teirkai it deingan masalah keiagrari iaan dii 

Iindoneisi ia seicara umum di iatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

teintang Peiraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari ia yang leibi ih di ikeinal deingan seibutan 

Undang-undang Pokok Agrari ia (UUPA).30 

 Seingkeita tanah ti idak dapat di ihi indari i di i zaman seikarang, seilai in di iseibabkan 

kareina oknum peineigak hukum yang leimah juga di iseibabkan oleih beirbagai i 

keibutuhan tanah yang sangat ti inggi i di i zaman seikarang seimeintara jumlah bi idang 

tanah yang teirbatas.31 

 Seingkeita tanah adalah seingkeita yang ti imbul kareina adanya konfli ik 

keipeinti ingan atas tanah. Peirlu adanya peirbai ikan dalam bi idang peinataan dan 

                                                           
 28 Rahmat Ramadhani. (2019). “Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat 

Dalam Penggadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. 19 

(1), halaman 1. 

 29 Putu Diva Sukmawati. (2022). “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah 

Di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. 2(2)., halaman 89. 

 30 Dwi Atika Suri, Rahmat Ramadhani. (2024). “Pembuktian Penyelesaian Sengketa 

Sertifikat Tanah Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan”.  EDUYUSTIS Jurnal Edukasi 

Hukum. 3(1), halaman 8. 

 31 Putu Diva Sukmawati, Op.cit, halaman 90. 
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peinggunaan tanah untuk keiseijahteiraan masyarakat dan yang teirutama pada 

keipasti ian hukum di i dalamnya.32 

 Seingkeita peirtanahan adalah peirseili isi ihan peirtanahan antara orang 

peirseiorangan, badan hukum atau leimbaga yang ti idak beirdampak luas seicara 

sosi io-poli itiis.33 Keimungki inan munculnya masalah peirtanahan bukan hanya 

teirhadap bi idang-bi idang tanah yang beilum teirdaftar saja, bahkan yang sudah 

teirdaftar (beirseirti ifi ikat) pun masi ih meinyi impan masalah apalagi i yang beilum atau 

ti idak di idaftar.34 Seingkeita di imulai i keiti ika satu pi ihak meirasa di irugi ikan oleih pi ihak 

lai in. Keiti ika pi ihak yang meirasa di irugi ikan meinyampai ikan keiti idak puasannya 

keipada pi ihak keidua dan pi ihak keidua teirseibut meinunjukkan peirbeidaan peindapat 

maka teirjadi ilah peirseili isi ihan atau seingkeita. 

 Ti imbulnya seingkeita hukum yang beirmula dari i peingaduan suatu pi ihak 

(orang/ badan hukum) yang beiri isi i keibeiratan-keibeiratan dan tuntutan hak atas 

tanah, bai ik teirhadap status tanah, pri iori itas, maupun keipeimi ili ikannya deingan 

harapan dapat meimpeiroleih peinyeileisai ian seicara admi ini istrasi i seisuai i deingan 

keiteintuan yang beirlaku.35 

 Seingkeita tanah di iseibabkan oleih banyak faktor atau seibab. Faktor-faktor 

teirseibut sangat domi inan dalam seimua seingkeita peirtanahan, kareina peiraturan yang 

ti idak seimpurna, keiti idakseisuai ian deingan peiraturan, dan kurangnya reispon dari i 

otori itas peirtanahan teirhadap i inteigri itas dan kuanti itas tanah yang teirseidi ia. Beiri isii 

                                                           
 32 Ibid. 

 33 Rahmat Ramadhani, 2019, Dasar-Dasar Hukum Agraria, Medan: CV.Pustaka Prima, 

halaman 207 

 34 Rahmat Ramadhani. (2017).  “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam 

Sertifikat Hak Atas Tanah”. Jurnal De Lega Lata 2(1), halaman 5. 

 35 Dwi Atika Suri, Rahmat Ramadhani.  Loc.cit, halaman 
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data yang ti idak akurat. Data tanah yang ti idak leingkap dan ti idak akurat, sumbeir 

daya yang teirbatas untuk meinye ileisai ikan seingkeita tanah, transaksi i tanah yang 

ti idak akurat, ti indakan hukum peimohon, dan peirbandi ingan deingan otori itas lai in. Iini i 

meingarah pada dupli ikasi i otori itas. Seingkeita tanah yang teirjadi i di i Iindoneisi ia 

bi iasanya teirkai it deingan peirseitujuan peimi ili ikan tanah, peirali ihan hak, peirali ihan hak, 

dan peinguasaan tanah mi ili ik pri ibadi i seibeilumnya.36 

Meinurut Chri istopeir W. Morei dalam Mari ia W. Sumardjono, akar 

peirmasalahan seingkeita peirtanahan dalam gari is beisarnya dapat di itiimbulkan 

oleih halhal seibagai i beiri ikut: (1) konfli ik keipeinti ingan yai itu adanya 

peirsai ingan keipeinti ingan yang teirkai it deingan keipeinti ingan substanti if, 

keipeinti ingan prosudeiral, maupun keipeinti ingan psi ikologi id; (2) konfli ik 

struktural, yang di iseibabkan pola peiri ilaku deistrukti if, kontrol keipeimi ili ikan 

sumbeir daya yang ti idak seii imbang; (3) konfli ik niilai i, kareina peirbeidaan 

kri iteiri ia yang di igunakan untuk meingeivaluasi i gagasan/pri ilaku, peirbeidaan 

gaya hi idup, i ideiologi i, agama/keipeircayaan; (4) konfli ik hubungan, kareina 

eimosi i yang beirleibi ihan, peirseipsi i yang keili iru, komuniikasi i yang 

buruk/salah, peingulangan peiri ilaku yang neigati if; dan (5) konfli ik data, 

kareina i informasi i yang ti idak leingkap, i informasi i yang keili iru, peindapat yang 

beitbeida teintang hal-hal yang reileivan, i inteirpreistasi i data yang beirbeida, dan 

peirbeidaan proseidur peini ilai ian.37 

 

 Meinurut Mari ia S.W. Sumardjono seicara gari is beisar peirmasalahan tanah 

dapat di ikeilompokan meinjadi i 5 yai itu : 

1. Masalah peinggarapan rakyat atas tanah areial peirkeibunan, keihutanan, 

proye ik peirumahan yang teirlantarkan dan lai in-lai in.  

2. Masalah yang beirkeinaan deingan peilanggaran keiteintuan keipeimi ili ikan dan 

peinguasaan tanah seirta hubungan hukum yang beirsangkutan deingan tanah 

(Landreiform). 

                                                           
 36 Anggita. (2024). “Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan 

Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara”. Savana: Indonesian Journal of Natural 

Resources and Environmental Law . 1(1), halaman 28. 

 37 Maria S. W. Sumardjono, 2011, Reorientasi Kebijakan Pertanahan, Penerbit Kompas, 

yang dikutip oleh Benhard Limbong, Konflik Pertanahan, Jakarta: Margaretha Pustaka, halaman 

65. 
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3. Akseis-akseis peinyeidi iaan tanah untuk keipeirluan peimbangunan. 

4. Seingkeita peirdata yang beirkeinaan deingan tanah. 

5. Masalah yang beirkeinaan deingan hak ulayat masyarakat hukum adat. 

 Seingkeita tanah di iatur dalam Undang-undang teintang Seingkeita Tanah. 

deingan kata lai in, Peiraturan Keipala Badan Peirtanahan Nasi ional Iindoneisi ia No. 3 

Tahun 2011 meindeifi ini isi ikannya seibagai i seingkeita tanah yang meili ibatkan badan 

hukum, badan, atau orang peirseiorangan. Si ingkatnya, tanah yang di iseingkeitakan 

adalah tanah yang keipeimi iliikannya di ipeirseingkeitakan oleih dua pi ihak yang sali ing 

beirsai ing untuk meingklai im keipeimi ili ikan atas tanah teirseibut.38 

 Dalam peinyeileisai ian seingkeita tanah bi isa di ilakukan deingan beirbagai i cara 

antara lai in, meilalui i peingadi ilan, peingaduan kei kantor peirtanahan dan seicara damai i 

meilalui i meidi iasi i. 

 Peirtama, peinye ileisai ian seingkeita seicara damai i meilalui i meidi iasi i. Meidi iasii 

meirupakan alteirnati if peinye ileisai ian seingkeita tanah di i luar peingadi ilan yang 

meingutamakan tata cara peinyuluhan untuk meincapai i mufakat, waktu 

peinye ileisai ian seingkeita yang kontroveirsi ial, jalur yang teirstruktur, beirori ieintasi i pada 

tugas, dan i inteirveinsi i deingan parti isi ipasi i akti if. untuk meincapai i kontri ibusi i teirhadap 

hal-hal yang di iseipakati i deingan keiseipakatan beirsama. Proseis meidi iasi i biiasanya 

teirdi iri i dari i beibeirapa tahapan peinti ing: 

1. Pra-Meidi iasi i 

a. Peindaftaran: Salah satu pi ihak meingajukan peirmohonan meidi iasi i ke i 

peingadi ilan atau leimbaga meidi iasi i. 

                                                           
 38 Putu Diva Sukmawati, Op.Cit., halaman 91. 
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b. Peinunjukan Meidi iator: Meidi iator dapat di ipi ili ih oleih para pi ihak atau 

di itunjuk oleih keitua majeili is haki im. Meidi iator harus meimi iliiki i seirti ifi ikat 

seibagai i meidi iator. 

c. Peirsi iapan Dokumein: Para pi ihak meinye irahkan dokumein teirkai it 

seingkeita keipada meidi iator dan masi ing-masi ing pi ihak. 

2. Proseis Meidi iasi i 

a. Peimbukaan: Meidi iator meimbuka seisi i meidi iasi i deingan 

meimpeirkeinalkan di iri i dan meinjeilaskan proseis seirta aturan yang 

beirlaku. 

b. Peirnyataan Pi ihak: Seiti iap pi ihak meingungkapkan posi isi i dan 

keipeinti ingan meireika teirkai it seingkeita. 

c. Iideinti ifi ikasi i Masalah: Meidi iator meimbantu para pi ihak meingi ideinti ifi ikasi i 

i isu-i isu utama yang peirlu di ibahas. 

d. Neigosi iasi i: Para pi ihak beirneigosi iasi i untuk meincari i solusi i. Meidi iator 

meindorong eiksplorasi i beirbagai i opsi i peinyeileisai ian. 

e. Kaukus: Meidi iator dapat meilakukan peirteimuan teirpi isah deingan salah 

satu pi ihak (tanpa keihadi iran pi ihak lai innya) untuk meinggali i leibi ih 

dalam keipeinti ingan masi ing-masi ing. 

3. Keiseipakatan Akhi ir 

a. Draft Keiseipakatan: Seiteilah meincapai i keiseipakatan, meidi iator 

meinyusun draft peirjanji ian yang meincakup seimua poi in keiseipakatan. 
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b. Formali itas: Keiseipakatan akhi ir dapat di iformali isasi i meinjadi i akta 

peirdamai ian ji ika di iseitujui i oleih seimua pi ihak dan dapat di isahkan oleih 

peingadi ilan. 

c. Peilaksanaan: Para pi ihak meilaksanakan keiseipakatan seisuai i deingan 

keiteintuan yang teilah di iseitujuii. 

 Keidua, peinyeileisai ian seingkeita meilalui i peingadi ilan, seimua seingkeita tanah 

dapat di ibawa kei peingadi ilan bai ik dii peingadi ilan umum dan peingadi ilan tata usaha 

neigara. Namun, bukan rahasi ia lagi i bahwa reilati if banyak seingkeita tanah yang 

di iteimukan ti idak eifeikti if, meimakan waktu dan mahal untuk di iseileisai ikan meilaluii 

peiradi ilan.39 Peinyeileisai ian seingkeita meilalui i proseis li itiigasi i teirdi iri i dari i beibeirapa 

tahapan peinti ing: 

1. Peingajuan Gugatan 

a. Piihak peinggugat meingajukan gugatan kei peingadi ilan deingan 

meinye irtakan dokumein-dokumein peindukung dan bukti i-bukti i yang 

reileivan. 

b. Gugatan harus meimeinuhi i syarat formi il dan mateiri il seisuai i deingan 

keiteintuan hukum yang beirlaku. 

2. Peindaftaran Peirkara 

a. Seiteilah gugatan di iajukan, peingadi ilan akan meindaftarkan peirkara 

teirseibut dan meimbeiri ikan nomor peirkara. 

b. Piihak teirgugat akan di ibeiri itahu teintang gugatan teirseibut dan di ibeiri ikan 

keiseimpatan untuk meimbeiri ikan tanggapan. 

                                                           
 39 Putu Diva Sukmawati. Op.cit, halaman 93. 
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3. Peirsi idangan 

a. Proseis peirsi idangan di imulai i deingan peimeiri iksaan awal, di i mana haki im 

akan meimeiri iksa keileingkapan dokumein dan meineitapkan ageinda 

si idang. 

b. Seilama peirsi idangan, masi ing-masi ing pi ihak akan meinyampai ikan 

argumein, bukti i, dan saksi i meireika. 

c. Haki im dapat meingajukan peirtanyaan untuk meimpeirjeilas posi isi i 

masi ing-masi ing pi ihak. 

4. Putusan Haki im 

a. Seiteilah seimua bukti i dan argumein di ipreiseintasi ikan, haki im akan 

meimpeirti imbangkan seimua i informasi i seibeilum meingeiluarkan putusan. 

b. Putusan iini i dapat meincakup keiputusan meingeinai i ganti i rugi i, peiri intah 

peilaksanaan, atau hukuman seisuai i deingan jeini is seingkeita. 

5. Upaya Hukum Lanjutan 

a. Jiika salah satu pi ihak ti idak puas deingan putusan teirseibut, meireika 

dapat meingajukan bandi ing kei peingadi ilan yang leibi ih tiinggi i. 

b. Proseis bandi ing juga meingi ikuti i proseidur hukum formal yang sama. 

 Peinyeileisai ian seingkeita tanah meilalui i Peingadi ilan dapat meinghabi iskan 

banyak uang untuk meinyeileisai ikan seingkeita tanah. Bahkan, bi iaya hukum bi isa 

leibi ih tiinggi i dari i mateiri i pokok dari i propeirti i yang di iseingkeitakan. Kareina alasan i inii, 

banyak yang meinghi indari i peirgi i kei peingadi ilan. Seibagai i alteirnati if, bi iasanya 

meingajukan keiluhan keipada peingeilola kantor peirtanahan. 
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 Keiti iga peinyeileisai ian seingkeita oleih Badan Peirtanahan Nasi ional (BPN). 

Dalam proseisnya, peindaftaran seibi idang tanah meirupakan suatu keigi iatan yang 

meirupakan tugas khusus peimeiri intahan dari i Badan Peirtanahan Nasi ional (BPN) 

untuk beirti indak seicara admi iniistrati if dalam peineirti iban seirti ifi ikat yang di idaftarkan 

oleih masyarakat dan seikali igus meinyeileisai ikan apabi ila teirjadi i seingkeita peirtanahan 

yang meinjadi i keiweinangannya dan seilai in keiweinangannya, Peiraturan Keipala BPN 

No.11 Tahun 2016 meirupakan dasar keiweinangan BPN meinjadi i meidi iator 

meimbantu para pi ihak meincari i beirbagai i keimungki inan peinyeileisai ian seingkeita 

tanpa meinggunakan cara meimutus atau meimaksakan seibuah peinye ileisai ian.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 40 Anggita, Op.cit, halaman 29. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Acara Perdata Tentang Masuknya Intervensi 

Pihak Ketiga 

 Peiraturan adalah keiteintuan yang meingi ikat warga keilompok masyarakat 

di ipakai i seibagai i panduan, tatanan dan peingeindali i ti ingkah laku yang seisuai i dan 

dapat di iteiri ima. Seiti iap masyarakat harus meinaati i aturan yang beirlaku atau ukuran, 

kai idah yang di ipakai i seibagai i tolak ukur untuk meini ilai i dan meimbandi ingkan 

seisuatu.  

 Meinurut Anshari i peiraturan adalah seisuatu si ikap meintal deingan keisadaran 

dan keii insyafan meimatuhi i atau meintaati i peiraturan atau larangan yang ada teirhadap 

seisuatu hal, kareina meingeirti i beitul teintang peinti ingnya peiri intah dan larangan 

teirteintu yang harus di ipatuhi i. Meinurut lydi ia Harli ina Martono peiraturan adalah 

peidoman agar manusi ia hi idup teirti ib dan teiratur. Jiika ti idak teirdapatpeiraturan, 

manusi ia bi isa beirti indak seiweinangweinang, tanpa keindali i dan suli it di iatur. 

Seidangkan meinurut Brownleiei peiraturan seindi iri i di iarti ikan seibagai i seipeirangkat 

norma-norma yang meingandung peiri intah dan larangan. Yang di idalamnya 

meingatur teintang bagai imana i indi ivi idu seiharusnya beirpeiri ilaku apa yang harus 

di ilakukan dan apa yang seiharusnya ti idak di ilakukan.41 

 Peiraturan di ibuat untuk meingatur hal yang di iseipakati i di ipatuhi i beirsama, 

oleih kareina i itu si ituasi i yang teirbeintuk beirdasarkan apa yang meinjadi i mayori itas 

                                                           
 41 Ngainun Naim, 2012, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa, Jogjakarta : Ar-ruzz Media, halaman 142-

143. 



37 
 

 

apa yang di iseipakati i masyarakat atau kondi isi i iideial yang di ii ingi inkan. Peimbuatan 

Peiraturan ti idak bi isa di ilakukan deingan meinggunakan peimaksaan keikuasaan, 

arti inya seibuah peiraturan peirundangan di ibuat ti idak deingan meimaksakan 

beirdasarkan keikuasaan leimbaga seimata, hukum adalah seibagai i peiraturan hi idup 

yang seingaja di ibuat atau yang tumbuh dari i peirgaulan hi idup dan seilanjutnya 

di iposi itiifkan seicara reismi i oleih peinguasa masyarakat atau peinguasa neigara. hukum 

di iharapkan dapat meili indungi i dan meimeinuhi i seigala keipeinti ingan hi idupmanusi ia 

dalam hi idup beirmasyarakat.42 

 Hukum yakni i adalah suatu si isteim yang di ibuat manusi ia untuk meimbatasi i 

ti ingkah laku manusi ia agar ti ingkah laku manusi ia dapat teirkontrol, hukum adalah 

aspeik teirpeinti ing dalam peilaksanaan atas rangkai ian keikuasaan keileimbagaan, 

Hukum meimpunyai i tugas untuk meinjami in adanya keipasti ian hukum dalam 

masyarakat. 

 Hukum meimiili iki i tugas untuk meinjami in bahwa adanya keipasti ian hukum 

dalam masyarakat. Oleih seibab i itu seiti iap masyarat beirhak untuk meimpeiroleih 

peimbeilaan di ideipan hukum. Hukum dapat di iarti ikan seibagai i seibuah peiraturan atau 

keiteitapan/ keiteintuan yang teirtuli is ataupun yang ti idak teirtuli is untuk meingatur 

keihi idupan masyarakat dan meinye idi iakan sangsi i untuk orang yang meilanggar 

hukum.43 

 Hukum meimiili iki i beirbagai i macam peimbagi ian, dan salah satu peimbagi ian 

yang sangat peinti ing adalah hukum acara, yang meingatur bagai imana hukum 

                                                           
 42 Christian Gamas, Sistem Hukum dan Pengaturan Hukum, 

https://christiangamas.net/sistem-hukum-dan-pengaturan-hukum/, diakses pada tanggal 26 Maret 

2025. 

 43 Yuhelson, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo: Ideas Publishing, halaman 4. 

https://christiangamas.net/sistem-hukum-dan-pengaturan-hukum/
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mateiri ii il di ilaksanakan. Hukum acara adalah aturan yang me ingatur bagai imana 

hukum di iteirapkan, yai itu bagai imana se ise iorang me impe irtahankan haknya di i 

pe ingadi ilan. Pada dasarnya hukum acara di ibuat untuk biisa meinjami in seiti iap proseis 

hukum bi isa beirjalan seisuai i deingan apa yang teilah di iteintukan dalam peineigakan 

hukum.  

 R Subeikti i, beirpeindapat bahwa hukum acara i itu meingabdi i keipada hukum 

mateiri ii il, maka deingan seindi iri inya seiti iap peirkeim-bangan dalam hukum mateiri ii il i itu 

seibai ik seilalu di ii ikutii deingan seisuai i hukum acaranya.44 Hukum acara akan 

meingatur cabang hukum yang teirbi ilang umum. Miisalnya seipeirti i hukum acara 

pi idana dan peirdata. Di i Iindoneisi ia seindi iri i ada beibeirapa hukum acara yang beirlaku 

yai itu: 

1. Ki itab Undang-Undang Hukum Acara Pi idana yang di igunakan untuk 

meingatur hukum acara pi idana. 

2. Undang-Undang Mahkamah Konsti itusii, yang di igunakan untuk meingatur 

hukum acara Mahkamah Konsti itusii. 

3. Ki itab Undang-Undang Hukum Peirdata, yang di igunakan untuk meingatur 

hukum acara peirdata. 

4. Undang-Undang Peiradi ilan Tata Usaha Neigara, yang di igunakan untuk 

meingatur hukum acara 

5. Peiradi ilan Tata Usaha Neigara. 

6. Undang-Undang Peiradi ilan Agama, yang di igunakan untuk meingatur 

hukum acara Peiradi ilan Agama. 

                                                           
 44 Moh. Taufik Makarao, 2009, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka 

Cipta, halaman 5. 
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 Hukum acara adalah seirangkai ian aturan dan proseidur yang meingatur 

bagai imana suatu peirsi idangan (peirsi idangan pi idana, peirdata, atau tata usaha 

neigara) di ijalankan. Hukum acara i ini i meimasti ikan proseis hukum beirjalan seisuaii 

aturan dan meinjami in adanya keiadi ilan dan keibeinaran. Hukum acara be irtujuan 

untuk me injami in proseis hukum beirjalan deingan adi il dan seisuai i aturan.  

 Hukum acara meimi ili iki i beibeirapa fungsi i krusi ial dalam si isteim hukum, dii 

antaranya: 

1. Meineigakkan Hukum Mateiri ii il: Fungsi i utama hukum acara adalah 

meinye idi iakan meikani ismei dan proseidur yang teiratur agar keiteintuan-

keiteintuan dalam hukum mateiri ii il dapat di iteirapkan seicara konkreit dalam 

kasus-kasus nyata. Tanpa hukum acara, hukum mateiri ii il hanyalah 

seikumpulan aturan abstrak yang suli it di ii impleimeintasi ikan. 

2. Meinjami in Keipasti ian Hukum: Hukum acara meimbeiri ikan keirangka keirja 

yang jeilas dan teirpreidi iksii meingeinai i bagai imana suatu peirkara akan 

di iproseis. Hal i ini i meimbeiri ikan keipasti ian bagi i para pi ihak yang teirli ibat 

dalam seingkeita meingeinai i tahapan-tahapan yang akan di ilalui i, hak dan 

keiwaji iban meireika seilama proseis beirlangsung, seirta bagai imana putusan 

akan di ieikseikusi i. 

3. Meiwujudkan Keiadi ilan: Hukum acara yang bai ik diirancang untuk 

meimasti ikan bahwa proseis peiradi ilan beirjalan seicara adi il dan ti idak 

meimi ihak. Hal iini i meincakup pri insi ip-pri insi ip seipeirti i hak untuk diideingar 

(audi i alteiram parteim), hak untuk meimbeila di iri i, asas praduga tak beirsalah 



40 
 

 

(preisumpti ion of i innoceincei), dan keiseimpatan yang sama bagi i para pi ihak 

untuk meingajukan bukti i. 

4. Meinceigah Keiseiweinang-weinangan: Deingan adanya aturan-aturan yang 

jeilas dalam hukum acara, poteinsi i teirjadi inya ti indakan seiweinang-weinang 

dari i aparat peineigak hukum (haki im, jaksa, poli isii) dapat di imi ini imali isi ir. 

Proseidur yang baku meimasti ikan bahwa seiti iap ti indakan meimi ili iki i dasar 

hukum yang jeilas dan dapat di ipeirtanggungjawabkan. 

5. Meinye ileisai ikan Seingkeita Seicara Damai i (Alteirnati if Peinye ileisai ian 

Seingkeita): Meiski ipun fokus utama hukum acara seiri ingkali i pada proseis 

peiradi ilan di i peingadi ilan, seibagi ian si isteim hukum juga meingakui i dan 

meingatur meikani ismei peinye ileisai ian seingkeita di i luar peingadi ilan 

(Alteirnati ivei Di isputei Reisolutiion - ADR), seipeirti i meidi iasi i, neigosi iasi i, dan 

arbi itrasei. Hukum acara dalam konteiks i ini i meingatur proseidur dan 

peirsyaratan agar peinye ileisai ian seingkeita di i luar peingadi ilan dapat di iakui i dan 

meingi ikat seicara hukum. 

 Hukum acara peirdata adalah cabang hukum yang meingatur tata cara 

peinye ileisai ian seingkeita peirdata di i peingadi ilan. Beiri ikut adalah peinjeilasan leingkap 

meingeinai i hukum acara peirdata, teirmasuk deifi ini isi i, tujuan, priinsi ip, asas, sumbeir 

hukum, dan proseisnya. 

 Hukum acara peirdata, yang juga di ikeinal seibagai i hukum peirdata formal, 

adalah cabang hukum yang meingatur proseis hukum dalam peinye ileisai ian seingkeita 

yang meili ibatkan hak-hak peirdata i indi ivi idu atau einti itas hukum. Hukum acara 

peirdata meineitapkan langkah-langkah dan proseidur yang harus di ii ikutii dalam 

https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/
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peinye ileisai ian seingkeita peirdata di i peingadi ilan. Iini i meincakup peiraturan teintang cara 

meingajukan gugatan, peirsi iapan si idang, peingumpulan bukti i, proseis peirsi idangan, 

peimbukti ian, peimbeilaan, peineintuan hukum, dan eikseikusi i putusan. 

 Hukum acara peirdata beirbeida-beida di i seiti iap neigara, kareina seiti iap neigara 

meimi iliiki i si isteim hukumnya seindi iri i. Meiski ipun ada peirbeidaan, pri insi ip-pri insi ip 

dasar yang meindasari i hukum acara peirdata seiri ing kali i seirupa, seipeirti i pri insi ip 

peirsi idangan yang adi il, pri insi ip keiseitaraan, dan pri insi ip keibeibasan untuk 

meinyampai ikan peindapat. 

 Peirkara peirdata meirupakan suatu peirseili isi ihan yang teirjadi i kareina adanya 

hak yang di ilanggar oleih pi ihak lai in, i ini isi iati if beirpeirkara beirasal dari i pi ihak yang 

meirasa di irugi ikan. Hukum acara peirdata adalah keiseiluruhan peiraturan hukum 

yang meingatur teintang bagai imana cara meinjami in di itaati inya hukum peirdata 

mateiri ii il deingan peirantara haki im.45 

 Sudiikno Meirtokusumo meinuli iskan bahwa hukum acara peirdata i ialah 

peirati iuran hukum yang meingatur bagai imana caranya meinjami in di itaati inya hukum 

peirdata mateiri ii il deingan peirantaraan haki im atau peiraturan hukum yang 

meineintukan bagai imana caranya meinjami in peilaksanaan hukum peirdata mateiri ii il. 

Saat i ini i untuk peinye ileisai ian seingkeita peirdata di i peingadi ilan, masi ih di igunakan 

keiteintuan yang beirsumbeir dari i Heit Heirzi ieinei Iindoneisi ischei Reigleimeint (HIiR) dan 

                                                           
 45 Sudikno Mertokusumo, 2006,  Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 

halaman 2. 
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Reigleimeint Bui iteingeiweistein (RBG) seibagai i sumbeir hukum acara peirdata dii 

Iindoneisi ia. Hukum acara peirdata meimi ili iki i tujuan yai itu:46 

1. Meinjami in di itaati inya hukum peirdata mateiri ii il. 

2. Meimbeiri ikan keipasti ian hukum dalam peinyeileisai ian seingkeita. 

3. Meili indungi i hak-hak pi ihak yang beirseingkeita seicara adi il dan seitara. 

4. Meinye ileisai ikan konfli ik meilalui i proseidur yang sah dan transparan 

 Pasal 5 ayat (1) dari i UU Darurat i inii meingi instruksi ikan bahwa hukum acara 

peirdata di i Peingadi ilan Neigeiri i harus teitap meingacu pada peiraturan-peiraturan yang 

sudah ada seibeilumnya, seilama ti idak beirteintangan deingan UU Darurat teirseibut. 

Peiraturan-peiraturan yang di imaksud dalam UU Darurat adalah Heit Heirzi ieinei 

Iindoneisi isch Reigleimeint (HIiR) untuk Jawa dan Madura, dan Reichtsreigleimeint 

Bui iteingeiweistein (RBg) untuk wi ilayah di i luar Jawa dan Madura. Keidua peiraturan 

i ini i adalah produk hukum peini inggalan peimeiri intah koloni ial Beilanda, dan hi ingga 

ki ini i masiih meinjadi i dasar utama hukum acara peirdata di i Iindoneisi ia.47 

 Hukum acara peirdata meimbeiri ikan sarana untuk seiti iap orang yang meirasa 

meimpunyai i hak dan i ingi in meimpeirtahankan haknya deingan peingajuan gugatan kei 

peingadi ilan. Gugatan i ini i meirupakan upaya atau ti indakan untuk meinuntut hak atau 

meimaksa pi ihak lai in untuk meilaksanakan tugas atau keiwaji ibannya, guna 

meimuli ihkan keirugi ian yang di ideiri ita oleih peinggugat meilalui i putusan peingadi ilan. 

 Ada beibeirapa tahap atau prosei peinye ileisai ian seingkeita dalam hukum acara 

peirdata meili iputi i: 

                                                           
 46 Ananda, Pengertian Hukum Acara Perdata Beserta Hukum Pidana dan Tata Usaha, 

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-acara/, diakses pada tanggal 14 April 2025. 
 47 Yurida Zakky Umami. 2023. “Intervensi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di 

Pengadilan Negeri”. Jurnal Hukum Universitas Wahid Hasyim, halaman 1-2. 

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-acara/
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1. Peingajuan Gugatan: Pi ihak yang meirasa di irugi ikan meingajukan gugatan ke i 

peingadi ilan deingan meinyeirtakan klai im dan fakta peindukung. 

2. Jawaban Teirgugat: Teirgugat meimbeiri ikan tanggapan teirhadap gugatan 

teirseibut. 

3. Peimeiri iksaan Bukti i: Pi ihak-pi ihak meingajukan bukti i peindukung seipeirti i 

dokumein atau keisaksi ian. 

4. Siidang Peirsi idangan: Haki im meindeingarkan argumein seirta bukti i dari i keidua 

beilah pi ihak. 

5. Putusan Haki im: Haki im meimbeiri ikan keiputusan beirdasarkan fakta dan 

hukum yang ada. 

6. Bandi ing (Jiika Di ipeirlukan): Piihak yang ti idak puas dapat meingajukan 

bandi ing kei peingadi ilan ti ingkat leibi ih ti inggi i. 

7. Peilaksanaan Putusan: Putusan yang fi inal di ilaksanakan untuk meineigakkan 

hak-hak pi ihak yang meinang.48 

 Gugatan peirdata adalah gugatan conteinti iosa yang meingandung seingkeita 

di iantara pi ihak yang beirpeirkara yang peimeiri iksaan peinyeileisai iannya di ibeiri ikan dan 

di iajukan keipada peingadi ilan. Proseis peimeiri iksaan peirkara di imulai i deingan 

peingajuan gugatan keipada Keitua Peingadi ilan Neigeiri i yang beirweinang, bai ik seicara 

teirtuli is maupun liisan. Seiteilah peinggugat meimbayar bi iaya peirkara, Pani iteira akan 

meimeiri iksa keileingkapan peirsyaratan. Jiika leingkap, peirkara di idaftarkan dalam 

                                                           
 48 Fahum Umsu, Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses, 

https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/, 

diakses pada tanggal 14 April 2025. 

https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/
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buku reigi isteir dan di ibeiri i nomor peirkara. Keimudi ian, Keitua Peingadi ilan Neigeiri i 

meineitapkan Majeili is Haki im (teirdi iri i dari i Haki im Keitua dan Haki im Anggota) atau 

Haki im Tunggal untuk meimeiri iksa peirkara. 

 Haki im Tunggal meilakukan peimeiri iksaan peindahuluan (di ismiissal proceiss). 

Jiika gugatan di itolak, peirkara di icoreit dari i reigi isteir. Jiika di iteiri ima, hari i si idang 

di iteitapkan dan para pi ihak di ipanggi il seicara reismi i meilalui i jurusi ita, yang 

meinyampai ikan surat panggi ilan beiri isi i jadwal dan teimpat peirsi idangan 

 Peiri intah peimanggi ilan untuk meimanggi il para pi ihak di ilakukan keitua 

majeili is haki im keipada jurusi ita, hal i inii beirdasarkan Pasal 121-122 HIiR / Pasal 145-

146 RBg. Dalam pasal teirseibut di ijeilaskan bahwa peiri intah meimanggi il di ilakukan 

oleih keitua majeili is haki im dan di ilaksanakan oleih jurusi ita, cara peimanggi ilan yang 

patut meinurut Pasal 122 HIiR / Pasal 146 RBg adalah teinggang waktu antara hari i 

meimanggi il deingan hari i peirsi idangan harus seikurang – kurangnya ti iga hari i keirja. 

Jiika peimanggi ilan ti idak di ilakukan deingan cara teirseibut, maka peimanggi ilan 

di ianggap ti idak patut deingan ri isi iko peimanggi ilan harus di iulangi i.49 

 Seiteilah gugatan di idaftarkan dan para pi ihak di ipanggi il seicara sah, 

peirsi idangan peirtama di imulai i. Pada siidang i ini i, ageinda utamanya adalah 

peinasi ihatan meingeinai i formali itas gugatan dan upaya peirdamai ian. Jiika keidua pi ihak 

hadi ir, haki im akan meincoba meindamai ikan meireika (meidi iasi i), seisuai i Pasal 130 

HIiR/154 RBg. Ji ika teirgugat ti idak hadi ir, i ia akan di ipanggi il seikali i lagi i seisuai i Pasal 

                                                           
 49 M. Natsir. 2016. Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, dan Permasalahannya di 

Peradilan Umum dan Perdailan Agama). Yogyakarta: UII Press, halaman 88. 



45 
 

 

126 HIiR/150 RBg. Ji ika seiteilah panggi ilan keidua teirgugat teitap ti idak hadi ir, 

peirsi idangan di ilanjutkan kei peimeiri iksaan pokok peirkara. 

 Apabi ila teircapai i upaya meidi iasi i maka haki im akan meimutuskan putusan 

akta peirdamai ian. Seiteilah di ijatuhkannya putusan akta peirdamai ian maka ti idak ada 

lagi i upaya hukum atas peirkara i itu. Namun apabi ila upaya meidi iasi i teirseibut tiidak 

teircapai i maka proseis seilanjutnya i ialah peimbacaan gugatan dan jawaban gugatan. 

Pada tahap i ini ilah dapat di iajukan peingajuan peirmohonan gugatan i inteirveinsi i.50 

 Seingkeita teirjadi i di iantara para pi ihak pali ing kurang di i antara dua pi ihak, 

beirarti i gugatan peirdata beirsi ifat (party), deingan komposiisi i, piihak yang satu 

beirti indak dan beirkeidudukan seibagai i peinggugat dan pi ihak yang lai in, 

beirkeidudukan seibagai i teirgugat.51 Dalam suatu gugatan teirdapat juga ti iga pi ihak 

yang beirpeiran yai itu peinggugat, teirgugat, dan pi ihak keiti iga. Iikut seirtanya pi ihak 

keiti iga atas i ini isi iati if seindi iri i, maupun kareina di itari ik masuk oleih salah satu pi ihak 

untuk i ikut meinanggung dalam suatu peirkara di iseibut deingan i inteirveinsi i. Iinteirveinsi i 

meirupakan i ikut seirtanya pi ihak keiti iga untuk i ikut dalam proseis peirkara i itu atas 

alasan ada keipeinti ingannya yang teirganggu. 

 HIiR maupun RBg ti idak se icara ri inci i me ingatur prose idur pe ime iri iksaan 

i inte irve insi i atau campur tangan pi ihak ke iti iga dalam pe irkara pe irdata. namun di iatur 

di i dalam Reigleimeint Reichtsvordeiri ing (RV), di imana i ikut seirtanya pi ihak keiti iga 

di iatur dalam pasal 279 sampai i deingan pasal 282 Reigleimeint Reichtsvordeiri ing 

(RV). Rv masi ih di ijadi ikan seibagai i sumbeir hukum acara peirdata di i Iindoneisi ia yang 

                                                           
 50 Caroline Maria M & Harjono. Op.Cit, halaman 57. 

 51 M. Yahya Harahap, Op.Cit, halaman 29. 
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beirlaku sampai i saat i ini i, seisuai i deingan pri insi ip bahwa haki im waji ib meingi isi i 

keikosongan, bai ik dalam hukum mateiri ii il maupun hukum formi il. 

 Dalam Reigleimeint Reichtsvordeiri ing (RV) teirdapat 2 beintuk iinteirveinsi i 

yai itu:  

1. Iinteirveinsi i yang meirupakan i ini isi iati if seindi iri i dari i pi ihak keiti iga dalam 

peimeiri iksaan peirkara peirdata 

a. Voeigi ing, yai itu i ikut seirtanya pi ihak keiti iga atas i ini isi iati if seindi iri i dalam 

peimeiri iksaan seingkeita peirdata untuk meimbeila salah satu pi ihak 

peinggugat atau teirgugat (Pasal 279 Reigleimeint Reichtvordeiri ing 

(RV)). Bi iasanya pi ihak keiti iga teirseibut meinggabungkan di iri i deingan 

pi ihak teirgugat 

1) Ciiri i-ci iri i voeigi ing  

a) Seibagai i pi ihak yang beirkeipeinti ingan dan beirpi ihak keipada 

salah satu pi ihak dari i peinggugat atau teirgugat  

b) Adanya keipeinti ingan hukum untuk meili indungi i diiri inya 

seindi iri i deingan i ialah meimbeila salah satu yang beirseingkeita. 

c) Meimasukkan tuntutan teirhadap pi ihak-pi ihak yang 

beirpeirkara.  

2) Syarat voeigi ing:  

a) Meirupakan tuntutan hak.  

b) Adanya keipeinti ingan hukum untuk meili indungi i diiri inya 

deingan jalan beirpi ihak keipada salah satu pi ihak. 
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c) Keipeinti ingan teirseibut harus ada hubungannya deingan 

pokok seingkeita yang seidang di ipeiri iksa.52 

b. Tusseinkomst, yai itu i ikut seirtanya pi ihak keiti iga atas i ini isiiati if seindi iri i 

dalam peimeiri iksaan seingkeita peirdata, akan teitapi i ti idak meimi ihak 

salah satu pi ihak bai ik peinggugat atau teirgugat teitapi i deimi i meimbeila 

keipeinti ingannya seindi iri i (Pasal 282 Reigleimeint Reichtvordeiri ing (RV)). 

Deingan deimi iki ian i inteirveinsi i di isiini i beirhadapan deingan peinggugat 

dan teirgugat asal seikali igus. 

1) Ciiri i-ci iri i tusseinkomst :  

a) Seibagai i pi ihak keiti iga yang beirkeipeinti ingan dan beirdi iri i 

seindi iri i 

b) Adanya keipeinti ingan untuk meinceigah ti imbulnya keirugi ian 

keihi ilangan haknya yang teirancam.  

c) Meilawan keipeinti ingan keidua beilahh pi ihak yang 

beirpeirkara. 

d) Meimasukkan tuntutan teirhadap pi ihak-pi ihak yang 

beirpeirkara (peinggabungan tuntutan).  

2) Syarat tusseinkomst:  

a) Meirupakan tuntutan hak  

b) Adanya keipeinti ingan hukum dalam seingkeita yang seidang 

beirlangsung  

                                                           
 52 Mukti Arto, 2007, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, halaman 109. 
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c) Keipeinti ingan teirseibut haruslah ada hubungannya deingan 

pokok seingkeita yang seidang beirlangsung  

d) Keipeinti ingan teirseibut haruslah ada hubungannya deingan 

pokok seingkeita yang seidang beirlangsung. 

2. Iinteirveinsi i yang teirjadi i kareina adanya pi ihak keiti iga yang di itari ik masuk oleih 

salah satu pi ihak yang beirpeirkara yai itu Vri ijwari ing. Vri ijwari ing atau 

peinjami inan, yai itu i ikut seirtanya pi ihak keiti iga dalam peimeiri iksaan seingkeita 

peirdata kareina di itari ik oleih salah satu pi ihak untuk i ikut meinanggungnya. 

Vri ijwari ing di iatur dalam pasal 70 sampai i pasal 76 Reigleimeint 

Reichtvordeiri ing (RV). Bai ik peinggugat maupun teirgugat dapat meinari ik 

pi ihak keiti iga di i dalam seingkeita deingan jalan Vri ijwari ing, ci iri i-ci iri i 

Vri ijwari ing : 

a. Meirupakan peinggabungan tuntutan.  

b. Salah satu pi ihak beirseingkeita peinggugat atau teirgugat meinari ik 

pi ihak keiti iga di i dalam seingkeita yang seidang beirlangsung.  

c. Keii ikutseirtaan pi ihak keidalam seingkeita yang seidang beirlangsung 

kareina seipaksa, bukan kareina keiheindak seindi iri i.53 

d. Tujuan meinari ik pi ihak keiti iga di i dalam proseis peirkara seidang 

beirlangsung agar pi ihak keiti iga meimbeibaskan pi ihak yang 

meinari iknya dari i keimungki inan aki ibat putusan teintang pokok 

peirkara. 

                                                           
 53 Ibid, halaman 114 
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 Dalam si isteim hukum peirdata, asas audi i eit alteiram parteim meineikankan 

bahwa seiti iap pi ihak yang beirkeipeinti ingan beirhak diideingar dalam proseis hukum. 

Iinteirveinsi i pi ihak keiti iga meirupakan peirwujudan dari i asas i ini i, yang meimungki inkan 

pi ihak seilai in peinggugat dan teirgugat untuk iikut teirli ibat dalam suatu peirkara, 

apabi ila i ia meimi ili iki i keipeinti ingan hukum yang dapat teirdampak oleih putusan 

haki im. Hukum acara peirdata di i Iindoneisi ia meingeinal meikani ismei i inteirveinsi i pi ihak 

keiti iga seibagai i beintuk parti isi ipasi i dalam rangka meili indungi i hak-hak hukum 

meireika yang beilum meinjadi i subjeik formal dalam suatu peirkara.  

 Iinteirveinsi i di iajukan oleih kareina pi ihak keiti iga meirasa bahwa barang 

mi iliiknya di iseingkeitakan atau di ipeireibutkan oleih peinggugat dan teirgugat. Dalam 

si isteim peiradi ilan di i Iindoneisi ia, dalam konteiks i inteirveinsi i yang meirupakan ti indakan 

pi ihak keiti iga meingajukan diiri i untuk iikut seirta dalam suatu peirkara yang seidang 

beirlangsung di i peingadi ilan. 

 Masuknya Pi ihak Keiti iga kei dalam peimeiri iksaan seingkeita di idasarkan 

keipada keibi ijakan atau putusan Majeili is Haki im. peingajuan peirmohonan gugatan 

i inteirveinsi i harus di iajukan seibeilum peimbuktiian, yai itu dalam proseis peimbacaan 

gugatan dan jawaban gugatan. Hal i ini i di ikareinakan peingadi ilan peirlu meilakukan 

peimeiri iksaan teirhadap gugatan i inteirveinsi i yang di iajukan pi ihak keiti iga teirseibut.54 

Maka Proseis peingajuan gugatan i inteirveinsi i harus di imulai i atau di idahului i deingan 

peinyampai ian surat peirmohonan i inteirveinsi i, di imana keimudi ian Para Piihak 

meimbeiri ikan/meinyampai ikan Tanggapan atas Peirmohonan Iinteirveinsi i dari i pi ihak 

                                                           
 54 Edgar Joseph Ronny Pangaribuan, Pentingkah pengaruh pihak lain di luar Penggugat 

atau Tergugat dalam suatu perkara perdata”,  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-

medan/baca-artikel/16158/Pentingkah-pengaruh-pihak-lain-di-luar-Penggugat-atau-Tergugat-

dalam-suatu-perkara-perdata.html, diakses pada tanggal 17 Maret 2025. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-medan/baca-artikel/16158/Pentingkah-pengaruh-pihak-lain-di-luar-Penggugat-atau-Tergugat-dalam-suatu-perkara-perdata.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-medan/baca-artikel/16158/Pentingkah-pengaruh-pihak-lain-di-luar-Penggugat-atau-Tergugat-dalam-suatu-perkara-perdata.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-medan/baca-artikel/16158/Pentingkah-pengaruh-pihak-lain-di-luar-Penggugat-atau-Tergugat-dalam-suatu-perkara-perdata.html
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keiti iga di imaksud, untuk seilanjutnya Majeili is Haki im meimbuat/meimbeiri ikan Putusan 

Seila apakah peirmohonan i inteirveinsi i dari i pi ihak keiti iga di imasud di ikabulkan atau 

di itolak.55 Dalam Hukum Acara Peirdata di i li ingkungan Peingadi ilan yang ada dii 

Iindoneisi ia, meimbeiri ikan keiweinangan bagi i Majeili is Haki im untuk meinolak atau 

meineiri ima Pi ihak Keiti iga deingan keiteitapan atau keiputusannya.56 

 Apabi ila di ikabulkan maka peirmohonanan gugatan i inteirveinsi i teirseibut 

meimi iliiki i dua pi iliihan yai itu apakah peinggugat i inteirveinsi i meimbeila di iri i seindiiri i atau 

meimbeila orang lai in (teirgugat). Apabi ila peinggugat i inteirveinsi i meingajukan 

peirmohonan gugatan i inteirveinsi inya untuk meimbeila di iri inya maka peinggugat 

i inteirveinsi i akan meingajukan dali il - dali il gugatannya dan meingajukan bukti i untuk 

meimpeirkuat gugatannya di ipeirsi idangan, namun apabi ila i ia meingajukan 

peirmohonan gugatan i inteirveinsi i teirseibut guna meimbantu orang lai in (teirgugat) 

maka peinggugat i inteirveinsi i akan meimbantu teirgugat untuk meinjawab gugatan dari i 

peinggugat seirta peinggugat i inteirveinsi i juga dapat meingajukan bukti i guna 

meimpeirkuat teirgugat. 

 Namun apabi ila peirmohonan i inteirveinsi i di itolak maka putusan teirseibut 

meirupakan putusan akhi ir yang dapat di imohonkan bandi ing, teitapi i peingi iri imannya 

kei peingadi ilan ti inggi i harus beirsama-sama deingan peirkara pokok. Apabi ila peirkara 

pokok tiidak di iajukan bandi ing, maka deingan seindi iri inya peirmohonan bandi ing dari i 

                                                           
 55 Ali Mukni & Elfrida Ratnawati Gultom. 2024. “Putusan Sela Dalam Perkara Gugatan 

Perdata Tentang Masuknya Pihak Ketiga Tanpa Permohonan Intervensi”. Ensiklopedia Education 

Review. 6(2), halaman 12.  

 56 Desri Novian. 2023. “Problematika Hukum Masuknya Pihak Ketiga dalam Proses 

Pemeriksaan Sengketa Arbitrase di Indonesia”. Unew Law Riview. (6)1, halaman 1269. 
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i inteirveini ieint ti idak dapat di iteiruskan dan yang beirsangkutan dapat meingajukan 

gugatan teirseindi iri i.57 

 

B. Akibat Hukum Masuknya Intervensi Pihak Ketiga Dalam 

Pemeriksaan Perkara Dipersidangan 

 Bab Ii Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Peirdata 

meinye ibutkan putusan peingadi ilan adalah: suatu putusan oleih hakiim, seibagai i 

peijabat neigarayang di ibeiri i weiweinang meinjalankan keikuasaan keihaki iman, yang 

di ituangkan dalam beintuk teirtuli is dan keimudi ian di iucapkan di i peirsi idangan seirta 

beirtujuan untuk meingakhi iri i atau meinyeileisai ikan suatu gugatan.58 

 Seiti iap putusan peingadi ilan teirtuang dalam beintuk teirtuli is yang harus 

di itandatangani i oleih haki im keitua siidang dan haki im-haki im anggota yang i ikut seirta 

meimeiri iksa dan meimutuskan peirkara juga pani iteira peingganti i yang i ikut dalam 

proseis peirsi idangan. 

 Dalam seingkeita peirdata, putusan peingadi ilan meirupakan putusan majeili is 

haki im yang meimeiri iksa dan meingadi ili i suatu peirkara yang di iucapkan pada 

peirsi idangan. Di iti injau dari i waktu peinjatuhannya, putusan peingadi ilan atau putusan 

haki im di ibagi i meinjadi i dua, yai itu putusan seila atau putusan antara atau di iseibut 

tussein vonni is, dan putusan akhi ir (eii ind vonni is).59 

                                                           
 57 Abdul Hakim. 2014. “Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Adanya Tiga Pihak 

(Intervensi) Di Pengadilan Negeri”. Jurnal Ilmiah advokasi 2(1), halaman 4. 

 58 Ramadani Wahyu Sururie, 2023, Putusan Pengadilan, Bandung: Mimbar Pustaka, 

halaman 11.  

 59 Bisariyadi. 2019. “Putusan Sela Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”. 

Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), halaman 3. 
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 Putusan seila meirupakan putusan yang di ijatuhkan oleih haki im seibeilum 

meimutus pokok peirkaranya di imaksudkan agar meimpeirmudah keilanjutan 

peimeiri iksaan peirkara. Tujuan atau fungsi i putusan seila adalah untuk 

meimpeirmudah keilanjutan peimeiri iksaan peirkara yang akan atau seidang di ilakukan. 

Peiri ihal putusan seila i ini i di isiinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIiR atau Pasal 48 

Rv yang keiteintuannya meinyatakan bahwa haki im dapat meingambi il atau 

meinjatuhkan putusan yang bukan putusan akhi ir yang di ijatuhkan pada saat proseis 

peimeiri iksaan beirlangsung.60 

 Dalam prakti iknya, putusan seila dapat di iklasi ifi ikasi ikan atas eimpat jeini is 

putusan, yakni i putusan preiparatoi ir, putusan i inteirlocutoi ir, putusan i insiideinti il, dan 

putusan provi isi ioni il. 

1. Putusan seila preiparatoi ir adalah putusan yang di ijatuhkan haki im guna 

meimpeirsi iapkan atau meingatur jalannya peimeiri iksaan peirkara. 

2. Putusan seila i inteirlocutoi ir adalah beintuk khusus putusan seila yang dapat 

beiri isi i beirmacam-macam peiri intah seisuai i deingan tujuan yang heindak 

di icapai i haki im. 

3. Putusan seila i insi ideinti il adalah putusan seila yang beirkai itan deingan adanya 

i insiidein atau keijadi ian yang meinunda jalannya proseis peimeiri iksaan peirkara. 

4. Putusan provi isi ioniil, yai itu putusan yang beirsi ifat seimeintara yang beiri isi i 

ti indakan seimeintara meinunggu sampai i putusan akhi ir meingeinai i pokok 

peirkara di ijatuhkan. 

                                                           
 60 Willa Wahyuni, Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2/?page=all, diakses pada 

tanggal 13 April 2025. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2/?page=all


53 
 

 

 Seibagai imana keiteintuan Pasal 185 HIiR/196 RBg, putusan seila ti idak di ibuat 

seicara teirpi isah, meilai inkan hanya teirtuli is dalam beiri ita acara peirsi idangan saja, dan 

keidua beilah pi ihak dapat meimi inta sali inan yang sah dari i putusan i itu deingan bi iaya 

seindi iri i. Dari i keiteintuan Pasal 185 HIiR/196 RBg teirseibut, dapat di ikeitahui i bahwa:61 

1. Seimua putusan seila di iucapkan dalam si idang. 

2. Seimua putusan seila meirupakan bagi ian dari i beiri ita acara. 

3. Sali inan oteinti ik dapat di ibeiri ikan dari i beiri ita acara yang meimuat putusan seila 

keipada keidua pi ihak. 

 Seidangkan putusan akhi ir meirupakan putusan majeiliis haki im yang 

meimeiri iksa, meingadi ili i, dan meimutus suatu peirkara yang di iucapkan pada tahap 

akhi ir peirsi idangan, yang arti inya peirkara teirseibut putusannya akan di ibacakan oleih 

majeili is haki im dalam siidang teirbuka seiteilah seiluruh ageinda peirsi idangan seicara 

formi il yang teilah di iteintukan oleih peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku.62 

Putusan akhi ir i ini i ada yang beirsi ifat meinghukum (condeimnatoi ir), ada yang beirsi ifat 

meinci iptakan (consti ituti if) dan adapula yang beirsi ifat meineirangkan atau 

meinyatakan (deiclaratoi ir). 

 Haki im dalam meimeiri iksa, meingadi ili i dan meimutus suatu peirkara di iatur dan 

di ibatasi i oleih keiteintuan-keiteintuan yang di iseibut Hukum Acara, Hukum Acara 

Peirdata di iseibut juga seibagai i hukum peirdata formi il. Hukum acara dalam 

peisi idangan peirkara peirdata beirtujuan untuk teirti ib hukum, teirti ib peilaksanaan 

                                                           
 61 Ibid. 

 62 Maya Sartika. 2019. “Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan 

Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah” Jurnal Sosial Humaniora, 2(1), 

halaman 3. 
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seiti iap tahapan proseis peirsi idangan dan adanya keipasti ian hukum bagi i pi ihak-pi ihak 

yang beirpeirkara. Keipasti ian hukum meinjadi i tujuan utama dari i hukum acara. 

 Beirdasarkan Peidoman Teikni is Admi ini istrasi i dan Teikni is Peiradi ilan 

Mahkamah Agung Reipubli ik Iindoneisi ia, bahwa: “Iinteirveinsi i adalah i ikut seirtanya 

pi ihak keiti iga untuk i ikut dalam proseis peirkara i itu atas alasan ada keipeinti ingannya 

yang teirganggu. Iinteirveinsi i diiajukan oleih kareina pi ihak keiti iga meirasa bahwa 

barang mi ili iknya di iseingkeitakan/di ipeireibutkan oleih peinggugat dan teirgugat. 

Peirmohonan i inteirveinsi i di ikabulkan atau di itolak deingan putusan seila. Apabi ila 

peirmohonan i inteirveinsi i di ikabulkan, maka ada dua peirkara yang di ipeiri iksa 

Beirsama-sama yai itu gugatan asal dan gugatan i inteirveinsi i”.63 

 Putusan Seila Peingadi ilan Neigeiri i Bangki inang Nomor 04/Pdt.G/2021/PN. 

Bkn, tanggal 09 Seipteimbeir 2021 seibagai imana Saliinan reismi i putusan teirseibut 

amarnya beirbunyi i:  

1. Meingabulkan peirmohonan Peinggugat Iinteirveinsi i untuk meinggabungkan 

di iri i dalam peirkara peirdata nomor : 04/Pdt.G/2021/PN Bkn;  

2. Meimeiri intahkan pi ihak Para Peinggugat Asal, Turut Teirgugat Asal Ii,IiIi, IiIiIi, 

IiV dan V seirta Para peinggugat Iinteirveinsi i untuk meilanjutkan peirkara i ini i; 

3. Meinangguhkan bi iaya peirkara sampai i putusan akhi ir.  

 Gugatan i inteirveinsi i di iajukan oleih pi ihak keiti iga biiasanya seiteilah ageinda 

meidi iasi i ti idak teircapai i peirdamai ian sampai i deingan seibeilum ageinda peimbukti ian. 

Piihak keiti iga seibagai i pi ihak i inteirveinsi i dapat beirpeiran seibagai i peinggugat i inteirveinsi i 

ataupun seibagai i teirgugat i inteirveinsi i. Proseis peimeiri iksaan peirkara gugatan 

                                                           
 63 Ali Mukni & Elfrida Ratnawati Gultom, Op.Cit, halaman 11. 
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i inteirveinsi i di imulai i dari i di ijatuhkannya putusan seila (tussein voni is) oleih Majeili is 

Haki im untuk meimutus boleih atau ti idaknya pi ihak keiti iga untuk i ikut beirpeirkara 

dalam peirsi idangan teirseibut.64 

 Masuknya i inteirveinsi i pi ihak keiti iga i ini i pasti i akan meini imbulkan aki ibat 

hukum. Aki ibat hukum adalah suatu aki ibat yang di iti imbulkan oleih hukum, 

teirhadap suatu peirbuatan yang di ilakukan oleih subjeik hukum. Akiibat hukum 

meirupakan suatu aki ibat dari i ti indakan yang di ilakukan, untuk meimpeiroleih suatu 

aki ibat yang di iharapkan oleih peilaku hukum. Aki ibat yang di imaksud adalah aki ibat 

yang di iatur oleih hukum, seidangkan ti indakan yang di ilakukan meirupakan ti indakan 

hukum yai itu ti indakan yang seisuai i deingan hukum yang beirlaku. 

 Aki ibat hukum tiimbul kareina adanya hubungan hukum diimana di i dalam 

hubungan hukum ada hak dan keiwaji iban. Peiri isti iwа аtаu keijаdi iаn yаng dаpаt 

meini imbulkаn аki ibаt hukum аntаrа pi ihаk-pi ihаk yаng meimpunyаi i hubungаn 

hukum, peiri istiiwа hukum iini i аdа dаlаm beirbаgаi i seigi i hukum, bаi ik hukum publiik 

аtаupun pri ivat. 

 Aki ibat hukum adalah aki ibat yang di iti imbulkan oleih suatu peiri isti iwa 

hukum, yang dapat beirwujud:65 

1. Lahi ir, beirubah atau leinyapnya suatu keiadaan hukum. Contohnya, aki ibat 

hukum dapat beirubah dari i ti idak cakap hukum meinjadi i cakap hukum keiti ika 

seiseiorang beirusi ia 21 tahun. 

                                                           
 64 Ezzah Nariswari Lupianto, Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/16993/Gugatan-Intervensi-

dalam-Perkara-Perdata.html, doakses pada tanggal 19 Maret 2025. 

 65 Titik Triwulan Tutik, 2006,  Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Cetakan Pertama, 

Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, halaman 42. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/16993/Gugatan-Intervensi-dalam-Perkara-Perdata.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/16993/Gugatan-Intervensi-dalam-Perkara-Perdata.html
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2. Lahi ir, beirubah atau leinyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau 

leibi ih subjeik hukum, di imana hak dan keiwaji iban pi ihak yang satu 

beirhadapan deingan hak dan keiwaji iban pi ihak yang lai in. Contohnya, X 

meingadakan peirjanji ian seiwa-meinye iwa rumah deingan Y, maka lahi irlah 

hubungan hukum antara X dan Y apabi ila seiwa meinye iwa rumah beirakhi ir, 

yai itu di itandai i deingan diipeinuhi inya seimua peirjanji ian seiwa-meinyeiwa 

teirseibut, maka hubungan hukum teirseibut meinjadi i leinyap.  

3. Lahi irnya sanksi i apabi ila di ilakukan ti indakan yang meilawan hukum. 

Contohnya, seiorang peincuri i di ibeiri i sanksi i hukuman adalah suatu aki ibat 

hukum dari i peirbuatan si i peincuri i teirseibut yai itu, meingambi il barang orang 

lai in tanpa hak dan seicara meilawan hukum. 

 Aki ibat hukum tiimbul dari i suatu peiri isti iwa hukum yang meindahului inya. 

Meinurut Van Apeildoorn, peiri isti iwa hukum i ialah suatu peiri isti iwa yang di idasarkan 

hukum meiniinmbulkan atau meinghapuskan hak. Peiri istiiwa hukum i ini i adalah 

keijadi ian dalam masyarakat yang meinggeirakkan suatu peiraturan hukum teirteintu 

seihi ingga keiteintuan keiteintuan yang teircantum di idalamnya lalu di iwujudkan. 

 Peiraturan hukum contohnya, kareina ada peiraturan hukum dan yang 

meinggeirakkannya di iseibut peiri istiiwa hukum dan rumusan ti ingkah laku yang ada 

dalam peiraturan hukum harus beinar-beinar teirjadi i seihiingga meini imbulkan aki ibat 

hukum.66 Agar ti imbul suatu aki ibat hukum Satji ipto Rahardjo, meirumuskan bahwa 

ada 2 tahap yai itu adanya syarat teirteintu beirupa teirjadi inya suatu peiri isti iwa dalam 

keinyataan yang meimeinuhi i rumusan dalam peiraturan hukum yang di iseibut seibagaii 

                                                           
 66 Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 40. 



57 
 

 

dasar hukum dan di isarankan untuk meimbeidakan antara dasar hukum dan dasar 

peiraturan yai itu deingan meinunjuk pada peiraturan hukum yang di ipakai i seibagai i 

keirangka acuannya. 

 Aki ibat hukum beirbeida deingan peirbuatan hukum, meinurut R. Soeiroso, 

peirbuatan hukum adalah seiti iap peirbuatan manusi ia yang di ilakukan deingan seingaja 

untuk meiniimbulkan hak dan keiwaji iban. Peirbuatan hukum adalah seitiiap peirbuatan 

subjeik hukum (manusi ia atau badan hukum) yang aki ibatnya di iatur oleih hukum, 

kareina aki ibat i itu bi isa di ianggap seibagai i keiheindak dari i yang meilakukan hukum. 

 Aki ibat hukum yang ti imbul karna masuknya i inteirveinsi i pi ihak keiti iga 

meirupakan keiteiri ikatan pi ihak keiti iga teirhadap proseis dan putusan peingadi ilan, seirta 

peirubahan pada struktur dan di inami ika peirkara yang seidang beirlangsung. Seiteilah 

masuknya i inteirveinsi i pi ihak keiti iga pasti i akan meini imbulkan aki ibat hukum 

bagi inpara pi ihak yang beirpeirkara yai itu: 

1. Aki ibat hukum bagi i peinggugat 

a. Beirtambahnya lawan dalam peirkara: dalam peirkara nomor 

04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn pi ihak i inteirveinsi i teirmasuk dalam jeini is 

tusseinkomst yang meinyeibabkan beirtambahnya pi ihak lawan bagi i 

peinggugat yang bi isa saja meimpeirleimah gugatan awal. 

b. Keihadi iran pi ihak keiti iga meimbuat beiban peimbukti ian seimaki in beirat 

kareina bi isa saja meimpeirluas peirmasalahan seingkeita, seihi ingga 

peinggugat harus meimbukti ikan leibi ih banyak fakta hukum 

c. Reisi iko gugatan di ikalahkan ji ika pi ihak keiti iga meingajukan hak yang 

leibi ih kuat dalam objeik seingkeita, mi isalnya meimi iliiki i buktii 
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keipeimi ili ikan yang leibi ih vali id, maka peinggugat biisa keihi ilangan 

leigi iti imasi i gugatannya. 

d. Masuknya pi ihak keiti iga meimbuat proseis peimeiri iksaan peirkara 

meinjadi i leibi ih panjang, kareina haki im harus meimpeirti imbangkan 

dali il-dali il seirta bukti i yang di iajukan oleih pi ihak keiti iga 

2. Aki ibat hukum bagi i teirgugat 

a. Dapat teirbantu atau malah di irugi ikan, ji ika pi ihak keiti iga masuk 

deingan beintuk voeigi ing maka posi isi i peinggugat akan meinjadi i leibi ih 

kuat, tapi i pada peirkara nomor 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn pi ihak keiti iga 

masuk dalam beintuk tusseinkomst, diimana pi ihak keitiiga masuk 

kareina meirasa haknya di iganggu seihi ingga hal i ini i biisa meimbuat 

posi isii teirgugat meinjadi i leibi ih leimah 

b. Ti imbulnya peirseili isi ihan baru antara pi ihak keiti iga dan pi ihak teirgugat 

3. Aki ibat hukum bagi i pi ihak i inteirveinsi i  

a. Seiteilah di iteiri ima masuk kei peirkara, pi ihak keiti iga akan meinjadi i 

subjeik hukum yang sah, dan putusan akhi ir akan meingi ikatnya 

seicara langsung. 

b. Jiika i inteirveinsi inya di itolak atau klai imnya kalah, pi ihak keiti iga bi isa 

di ibeibani i bi iaya peirkara, bahkan di ikeinai i ganti i rugi i ji ika 

meini imbulkan keirugi ian hukum. 

 Tujuan dari i i inteirveinsi i i ini i adalah untuk meili indungi i atau meimpeirjuangkan 

hak dan keipeinti ingannya seindi iri i agar ti idak di irugi ikan oleih proseis dan hasi il 

peirsi idangan yang seidang beirjalan. Iinteirveinsi i i ini i seindi iri i meimi ili iki i 3 jeini is yang 
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masi ing masi ing meimi ili iki i aki ibat hukum teirseindi iri i bagi i pi ihak i inteirveinsi i teirseibut 

yai itu: 

1. Voeigi ing adalah beintuk iinteirveinsi i di i mana pi ihak keiti iga masuk untuk 

meindampi ingi i salah satu piihak, bi iasanya kareina meimi iliiki i keipeinti ingan 

hukum yang sama atau seijalan deingan pi ihak yang di ibantu. Ada pun aki ibat 

hukumnya; 

a. Piihak keiti iga teitap bukan pi ihak utama, tapi i iikut teiri ikat oleih 

putusan.  

b. Haki im ti idak waji ib meimpeirti imbangkan peindapat pi ihak keiti iga 

seicara eikspli isi it dalam peirti imbangan hukum, namun keihadi irannya 

dapat meimpeirkuat posi isi i hukum pi ihak yang di ibantu.  

c. Piihak keiti iga ti idak bi isa meingajukan tuntutan seindi iri i atau klai im 

teirpi isah dalam proseis yang sama. 

2. Tusseinkomst adalah beintuk iinteirveinsi i keiti ika pi ihak keiti iga masuk seibagai i 

pi ihak yang beirdi iri i seindi iri i dan meingajukan klai im yang beirsi inggungan 

langsung deingan objeik seingkeita. Adapun aki ibat hukumnya; 

a. Piihak keiti iga akan di ipeirlakukan seibagai i pi ihak baru dalam peirkara, 

yang beirarti i i ia meimi iliiki i hak dan keiwaji iban yang sama deingan para 

pi ihak utama. 

b. Haki im harus meimeiri iksa dan meimpeirti imbangkan dali il-dali il dari i 

pi ihak keiti iga dalam putusan. 

c. Putusan akhi ir akan meingi ikat langsung pi ihak keiti iga, bai ik dalam hal 

peimbagi ian hak, tanggung jawab, maupun aki ibat hukum lai innya. 
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d. Adanya tusseinkomst dapat meimpeirluas objeik dan subjeik peirkara, 

seirta meimpeirpanjang proseis peinyeileisai ian peirkara kareina ada 

tambahan pi ihak dan klai im hukum baru yang harus di ipeiri iksa. 

3. Vri ijwari ing adalah si ituasi i dii mana salah satu piihak dalam peirkara utama 

(bi iasanya teirgugat) meimanggi il pi ihak keiti iga untuk iikut beirtanggung jawab 

ji ika i ia kalah dalam peirkara teirseibut. Adapun aki ibat hukumnya; 

a. Piihak keiti iga meinjadi i turut beirtanggung jawab seicara hukum, 

walaupun awalnya ti idak di igugat seicara langsung. 

b. Haki im dapat meimeiri intahkan pi ihak keiti iga untuk meimbayar ganti i 

rugi i keipada teirgugat apabi ila gugatan di ikabulkan. 

c. Piihak keiti iga ti idak seirta-meirta meinjadi i teirgugat teirhadap 

peinggugat, tapi i putusan yang beirsi ifat reigreisi if bi isa beirlaku 

teirhadapnya. 

d. Dapat teirjadi i peinggabungan proseis antara peirkara utama dan 

peirkara vri ijwari ing, teirgantung keibi ijakan haki im.  

 

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 

04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn 

 Peirti imbangan haki im adalah proseis anali isi is yang di ilakukan oleih majeili is 

haki im untuk meineintukan dasar hukum dalam meimutuskan suatu peirkara. 

Peirti imbangan i ini i meinjadi i eileimein peinti ing dalam putusan peingadi ilan, kareina 

meinceirmi inkan keiadi ilan, keipasti ian hukum, dan manfaat bagi i pi ihak-pi ihak yang 

teirli ibat. 
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 Haki im ti idak dapat meinjatuhkan putusan seibeilum meimasti ikan bahwa fakta 

atau peiri isti iwa yang di iajukan beinar-beinar teirjadi i dan dapat di ibukti ikan 

keibeinarannya. Peirti imbangan i ini i beirtujuan untuk meinghasi ilkan putusan yang adi il, 

meingandung keipasti ian hukum, dan meimbeiri ikan manfaat bagi i pi ihak-pi ihak teirkai it. 

 Peirti imbangan haki im meirupakan salah satu aspeik teirpeinti ing untuk 

meiwujudkan ni ilai i dari i suatu putusan haki im yang meingandung keiadi ilan (eix aeiquo 

eit bono), dan meingandung keipasti ian hukum. Seilai in i itu juga meingandung manfaat 

bagi i para pi ihak seihi ingga peirti imbangan haki im harus di isi ikapi i deingan teili iti i, bai ik 

dan ceirmat. Apabi ila peirti imbangan haki im ti idak teiliiti i, bai ik, dan ceirmat, maka 

putusan haki im yang beirasal dari i peirti imbangan haki im teirseibut akan di ibatalkan 

oleih Peingadi ilan Ti inggi i/Mahkamah Agung. Haki im dalam peimeiri iksaan suatu 

peirkara juga meimeirlukan adanya peimbukti ian, di imana hasi il dari i peimbukti ian iitu 

akan di igunakan seibagai i bahan peirti imbangan dalam meimutus peirkara. Peimbukti ian 

meirupakan tahap yang pali ing peinti ing dalam peimeiri iksaan di i peirsi idangan. 

Peimbuktiian beirtujuan untuk meimpeiroleih keipasti ian bahwa suatu peiri isti iwa/fakta 

yang di iajukan i itu beinar-beinar teirjadi i, guna meindapatkan putusan haki im yang 

beinar dan adi il.67 Peirti imbangan haki im beirtujuan untuk: 

1. Meincapai i Keiadi ilan, Haki im harus meimasti ikan bahwa keiputusan 

meinceirmi inkan rasa keiadi ilan bagi i seimua pi ihak. 

2. Meimbeiri ikan Keipasti ian Hukum, Putusan harus beirdasarkan aturan hukum 

yang beirlaku agar ti idak meini imbulkan keiraguan. 

                                                           
 67 Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, Muhammad Rinaldy Bima. 2021. “Penerapan Asas 

Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan 

Minimum Khusus”. Journal of Lex Generalis (JLG). 2(7), halaman 9. 
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3. Meimbeiri ikan Keimanfaatan, Keiputusan di iharapkan meimbeiri ikan manfaat 

prakti is bagi i para pi ihak dan masyarakat luas. 

 Tugas haki im adalah meinjatuhkan putusan yang meimi ili ikii aki ibat hukum 

bagi i pi ihak lai in, keibeibasan dalam meineitapkan peirti imbangan haki im adalah mutlak 

dan ti idak ada pi ihak manapun yang dapat meingi inteirveinsi i dan meinjatuhkan 

putusan, hal teirseibut untuk meinjami in agar putusan peingadi ilan beinar beinar 

obyeikti if.  

 Dasar haki im dalam meinjatuhkan putusan peingadi ilan peirlu di idasarkan 

keipada teiori i dan hasi il peineili iti ian yang sali ing beirkai itan seihi ingga di idapatkan hasi il 

peineili iti ian yang maksi imal dan seii imbang dalam tataran teiori i dan prakteik. Salah 

satu usaha untuk meincapai i keipasti ian hukum keihaki iman, di i mana hakiim 

meirupakan aparat peineigak hukum meilalui i putusannya dapat meinjadi i tolak ukur 

teircapai inya suatu keipasti ian hukum. Keibeibasan haki im peirlu pula diipaparkan 

posi isii haki im yang ti idak meimi ihak (i imparti ial jugdei) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 

Tahun 2009. 

 Di i Iindoneisi ia asas keibeibasan haki im di ijami in seipeinuhnya dalam Undang 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihaki iman, keikuasaan 

keihaki iman adalah keikuasaan neigara yang meirdeika untuk meinyeileinggarakan 

peiradi ilan guna meineigakkan hukum dan keiadi ilan. Asas keibeibasan haki im iinii 

teirmasuk juga keibeibasan bagi i haki im dalam meirumuskan peirti imbangan hukum 

di ikeinal deingan leigal reiasoni ing yang di ilakukan oleih seiorang haki im dalam 

meimutuskan suatu peirkara yang di iadi ili inya. 
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 Keibeibasan haki im seicara konteikstual meimi ili iki i 3 (ti iga) eiseinsi i dalam 

meilaksanakan keikuasaan keihaki iman, yai itu:68 

1. Haki im hanya tunduk pada hukum dan keiadi ilan  

2. Ti idak seiorangpun teirmasuk peimeiri intah dapat meimpeingaruhi i atau 

meingarahkan putusan yang akan di ijatuhkan oleih haki im  

3. Ti idak ada konseikueinsi i teirhadap pri ibadi i haki im dalam meinjalankan tugas 

dan fungsi i yudi isi ialnya 

 Meinurut Undang-undang Keikuasaan Keihaki iman, peirti imbangan haki im 

adalah peimi iki iran-peimi iki iran atau peindapat haki im dalam meinjatuhkan putusan 

deingan meili ihat hal-hal yang dapat meiri ingankan atau meimbeiratkan peilaku. Seiti iap 

haki im waji ib meinyampai ikan peirti imbangan atau peindapat teirtuli is teirhadap peirkara 

yang seidang di ipeiri iksa dan meinjadi i bagi ian yang tiidak teirpi isahkan dari i putusan. 

Peirti imbangan haki im teirbagi i meinjadi i dua jeini is utama: 

1. Peirti imbangan Yuri idi is: Beirdasarkan fakta-fakta yuri idi is yang teirungkap 

dalam peirsi idangan, seipeirti i keiteirangan saksi i, barang bukti i, dan pasal-pasal 

hukum yang reileivan. 

2. Peirti imbangan Non-Yuri idi is: Meili ibatkan aspeik fi ilosofi is dan sosiiologi is 

untuk meimasti ikan putusan seisuai i deingan ni ilai i-ni ilai i keiadi ilan dan manfaat 

bagi i masyarakat 

 Pada haki ikatnya, peirti imbangan haki im seibai iknya juga meimuat teintang hal-

hal seibagai i beiri ikut:  

                                                           
 68 Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, 

Jakarta: Sinar Grafika, halaman 104. 
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1. Pokok peirsoalan dan hal-hal yang di iakui i atau dali il-dali il yang ti idak 

di isangkal.  

2. Adanya anali isi is seicara yuri idi is teirhadap putusan seigala aspeik meinyangkut 

seimua fakta/hal-hal yang teirbukti i dalam peirsi idangan.  

3. Adanya seimua bagi ian dari i peiti itum pi ihak Peinggugat yang harus 

meimpeirti imbangkan/di iadi ilii seicara satu deimi i satu seihi ingga haki im dapat 

meinari ik keisi impulan teintang teirbukti i atau ti idaknya dan dapat 

di ikabulkan/ti idaknya tuntutan teirseibut dalam amar putusan. 

 Seiorang haki im seibeilum meinjatuhkan putusannya harus meimpeirhati ikan 

seirta meingusahakan seibeirapa dapat jangan sampai i putusan yang akan di ijatuhkan 

nanti i meimungki inkan ti imbulnya peirkara baru. Dalam peirkara peirdata haki im harus 

meimbantu para peincari i keiadi ilan dan beirusaha seikeiras-keirasnya meingatasi i seigala 

hambatan dan ri intangan untuk dapat teircapai inya peiradi ilan yang seideirhana, ceipat 

dan bi iaya ri ingan. 

 Haki im    dalam    putusannya    meimbeiri ikan  peirti imbangan meingeinai i  dua  

aspeik  utama, yai itu: 

1. Peirti imbangan meingeinai i peiri isti iwanya, meincakup peini ilai ian haki im    

teirhadap    fakta-fakta    yang    teirjadi i    dalam    kasus    teirseibut.    Haki im    

meimbuat keiputusan meingeinai i apa yang seibeinarnya teirjadi i beirdasarkan  

bukti i-buktii  dan  keisaksi ian  yang  di isaji ikan  seilama  peirsi idangan.  

2. Peirti imbangan meingeinai i hukumnya, meincakup peini ilai ian haki im teirhadap  

peineirapan  hukum  teirhadap  fakta-fakta  yang  teilah  di iteitapkan.  Haki im  
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meineintukan bagai imana  hukum  harus  di iteirapkan  dalam  konteiks  kasus  

teirseibut  dan  bagai imana  i itu  meimpeingaruhi i  hasi il  akhi ir. 

 Dalam putusan 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn para peinggugat Ii, IiIi, dan IiIiIi yai itu 

Iir. Mangatur Pardeidei, Armawaty Butar Butar, dan Hari is Kri istanti i Pardeidei 

meimbeili i tanah dari i para turut teirgugat Ii, IiIi, IiIiIi, dan IiV yai itu Maryono, Zulwardi i, 

Zai ipul, dan Yeili ita Okvi iyeini i deingan surat keiteirangan ganti i rugi i (SKGR) 

teirtanggal 7 Apri il 2010 deingan luas masi ing masi ing 40.000 m2 yang di ikeiluarkan 

oleih camat Tapung Kabupatein Kampar, teirleitak di i RT.6/RW.05 Keilurahan/Deisa 

Karya Iindah, Keicamatan Tapung, Kabupatein Kampar Provi insi i Ri iau. Seihi ingga 

total keiseiluruhan tanah 120.000 m2, Seiteilah meimbeili i tanah teirseibut para 

peinggugat meingurus peini ingkatan surat meinjadi i nama masi ing masi ing, dan di irawat 

deingan bai ik deingan tujuan untuk meinanam sawi it. 

 Keimudi ian pada tanggal 30 Deiseimbeir 2017 datang rombongan meimasang 

plang deingan tuli isan Noeisantara Law fi irm dan meinguasai i tanah kurang leibi ih 

seilama 1 tahun. Para peinggugat meinanyakan hal teirseibut keipada para turut 

teirgugat, dan para turut teirgugat meingatakan ti idak peirnah meinjual tanah teirseibut 

seilai in keipada para peinggugat. Bahwa di ikeitahui i salah satu orang dari i rombongan 

teirseibut beirnama Nasi ir. Nasi ir dan kawan kawan meingatakan meimi ili iki i hak /kuasa 

dari i peimi ili ik lahan yai itu teirgugat seibagai i peimi ili ik asli inya yai itu Hj. Marlai ini i. Dasar 

klai im keipeimi ili ikan oleih teirgugat adalah akta jual beili i yang di ibuat di ihadapan 

notari is. 

 Beirdasarkan putusan peingadi ilan 04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn majeili is hakiim 

meingabulkan peirmohonan peinggugat i inteirveinsi i untuk meinggabungkan diiri i. 
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Peinggugat i inteirveinsi i Ii, IiIi, IiIiIi, dan IiV yai itu Ruwai ida, Fauzi i Anwar, Iirzay Anwar, 

dan Azi izah meingajukan gugatannya kareina meimi iliiki i keipeinti ingan hukum yang 

i ingi in di ili indungi i dan kareina ti idak di ii ikut seirtakan oleih para teirgugat i inteirveinsi i Ii, 

IiIi, IiIiIi, IiV, V, VIi, dan VIiIi yai itu Iir. Mangatur Pardeidei, Armawaty Butar Butar, dan 

Hari is Kri istanti i Pardeidei, Zulwardi i, Yeili ita Okvi iyeini i, Zai ipul dan Maryono. 

 Para peinggugat i inteirveinsi i meingajukan gugatannya pada saat peirkara awal 

sudah meimasuki i tahap peimbukti ian. Para peinggugat meingatakan meimi ili iki i lahan 

dalam objeik peirkara a quo dalam gugatan peirbuatan meilawan hukum yang 

di iajukan oleih para peinggugat/ teirgugat iinteirveinsi i dalam peirkara 

04/Pdt.G/2021/Pn.Bkn. 

 Bahwa para peinggugat i inteirveinsi i meimi ili ikii tanah deingan akta jual beili i 

teirtanggal 29 Apri il 1985, deingan masi ing masi ing luas 19.000m2  yang di ikeiluarkan 

oleih Keipala Wi ilayah Keicamatan Kampar teirleitak di i Deisa Si impang Baru 

Keicamatan Kampar Dati i IiIi Kampar Provi insi i Riiau (seikarang seiteilah peimeikaran 

masuk keidalam wi ilayah keilurahan/Deisa Karya Iindah Keicamatan Tapung 

Kabupatein Kampar) 

 Dalam gugatan i inteirveinsi i peinggugat i inteirveinsi i ti idak meinggugat Hj. 

Marlai ini i seibagai i teirgugat i inteirveinsi i atau seiti idaknya turut teirgugat i inteirveinsi i, 

karna meinurut majeili is haki im Hj Marlai ini i meimi ili iki i keipeinti ingan atas tanah yang 

meinjadi i objeik peirkara. Majeili is haki im beirpeindapat bahwa gugatan i inteirveinsi i yang 

di iajukan oleih peinggugat i inteirveinsi i kurang pi ihak (pluri ium li iti isconsurtiium), 

seihi ingga eikseipsi i teirgugat i inteirveinsi i Ii, IiIi, IiIiIi patut di ikabulkan. 



67 
 

 

 Beirdasarkan urai ian teirseibut, peinuli is beirargumeintasi i bahwa peinuli is 

peinggugat i inteirveinsi i meingajukan gugatan pada saat proseis peimbukti ian yai itu 

peimeiri iksaan saksi i, seihi ingga peirmohonan i inteirveinsi i yang di iajukan teirlambat dan 

dapat meingganggu jalannya peirsi idangan, gugatan iinteirveinsi i seiharusnya di iajukan 

seibeilum proseis peimbukti ian pada saat gugatan atau jawaban.  

 Meinurut peinuli is dalam gugatan i inteirveinsi i i ini i ti idak kurang pi ihak (pluri ium 

li itiisconsurti ium), kareina objeik yang di iseingkeitakan oleih peinggugat i inteirveinsi i ti idak 

meili ibatkan atau ti idak beirada dalam peinguasaan maupun keipeimi ili ikan teirgugat 

konveinsi i. Jadii meinurut peinuli is teirgugat konveinsi i ti idak ada keipeinti ingan langsung 

teirhadap objeik yang di ipeirseingkeitakan oleih peinggugat i inteirveinsi i, kareina dalam 

gugatan i inteirveinsi i i ini i objeik seingkeita yang di ipeirmasalahkan peinggugat i inteirveinsi i 

hanya beirkai itan langsung deingan para pi ihak turut teirgugat. Beirdasarkan asas 

hukum acara peirdata yai itu Asas Leigal Standi ing “hanya pi ihak yang di irugi ikan 

seicara langsung atau punya keipeinti ingan hukum langsung yang bi isa meingajukan 

atau di itari ik dalam gugatan” yang di ipeirkuat oleih yuri isprudeinsi i Mahkamah Agung, 

gugatan hanya dapat di itujukan keipada pi ihak yang meimi ili iki i keipeinti ingan hukum 

langsung teirhadap objeik seingkeita. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Hukum acara peirdata i ialah peirati iuran hukum yang meingatur 

bagai imana caranya meinjami in di itaati inya hukum peirdata mateiri ii il 

deingan peirantaraan haki im atau peiraturan hukum yang meineintukan 

bagai imana caranya meinjami in peilaksanaan hukum peirdata mateiri ii il. 

Hukum acara peirdata meimbeiri ikan sarana untuk seiti iap orang yang 

meirasa meimpunyai i hak dan iingi in meimpeirtahankan haknya deingan 

peingajuan gugatan kei peingadi ilan. Pada umumnya suatu peirkara 

peirdata meimi ili iki i 2 pi ihak yai itu peinggugat dan teirgugat, Dalam suatu 

gugatan teirdapat juga ti iga pi ihak yang beirpeiran yai itu peinggugat, 

teirgugat, dan pi ihak keiti iga/i inteirveinsi i. Iinteirveinsi i di iatur dalam 

Reigleimeint Reichtsvordeiri ing (RV), di imana i ikut seirtanya pi ihak keiti iga 

di iatur dalam pasal 279 sampai i deingan pasal 282 Reigleimeint 

Reichtsvordeiri ing (RV). 

2. Masuknya i inteirveinsi i pi ihak keiti iga i ini i pasti i akan meini imbulkan aki ibat 

hukum. Aki ibat hukum adalah suatu aki ibat yang di iti imbulkan oleih 

hukum, teirhadap suatu peirbuatan yang di ilakukan oleih subjeik hukum. 

Aki ibat hukum tiimbul kareina adanya hubungan hukum diimana di i 

dalam hubungan hukum ada hak dan keiwaji iban. Aki ibat hukum dari i 

voeigi ing adalah Pi ihak keiti iga teitap bukan pi ihak utama, tapi i i ikut teiri ikat 

oleih putusan, Haki im ti idak waji ib meimpeirti imbangkan peindapat pi ihak 
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keiti iga seicara eikspli isi it dalam peirti imbangan hukum, namun 

keihadi irannya dapat meimpeirkuat posi isi i hukum pi ihak yang di ibantu. 

Aki ibat hukum dari i tusseinkomst adalah Pi ihak keiti iga akan 

di ipeirlakukan seibagai i pi ihak baru dalam peirkara, yang beirarti i i ia 

meimi iliiki i hak dan keiwaji iban yang sama deingan para pi ihak utama, 

Putusan akhi ir akan meingi ikat langsung pi ihak keiti iga, bai ik dalam hal 

peimbagi ian hak, tanggung jawab, maupun aki ibat hukum lai innya. 

Aki ibat hukum dari i vri ijwari ing adalah a) Piihak keiti iga meinjadi i turut 

beirtanggung jawab seicara hukum, walaupun awalnya ti idak di igugat 

seicara langsung. 

3. Gugatan i inteirveinsi i i ini i ti idak kurang pi ihak (pluri ium li itiisconsurti ium), 

kareina objeik yang di iseingkeitakan oleih peinggugat i inteirveinsi i ti idak 

meili ibatkan atau ti idak beirada dalam peinguasaan maupun keipeimi ili ikan 

teirgugat konveinsi i. Jadi i meinurut peinuli is teirgugat konveinsi i tiidak ada 

keipeinti ingan langsung teirhadap objeik yang di ipeirseingkeitakan oleih 

peinggugat i inteirveinsi i, kareina dalam gugatan i inteirveinsi i i ini i objeik 

seingkeita yang di ipeirmasalahkan peinggugat i inteirveinsi i hanya beirkai itan 

langsung deingan para pi ihak turut teirgugat. 

B. Saran  

1. Di iharapkan peirlu di ipeirbarui inya peiraturan teintang i inteirveinsi i teirseibut, 

di imana ti idak ada peiraturan yang seicara ri inci i meimbahas i inteirveinsi i. 

Ki itab undang-undang hukum aacara peirdata ti idak meingatur teintang 

i inteirveinsi i, akan teitapi i peiraturan i inteirveinsi i di ibahas di i Reigleimeint 
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Reichtsvordeiri ing (RV). Maka dari i i itu peirlunya peiraturan yang jeilas 

dan eikspli isi it teintang i inteirveinsi i. 

2. Bagi i para pi ihak yang beirseingkeita, di iharapkan untuk meimahami i 

seicara meindalam teintang konseikueinsi i hukum dari i masuknya pi ihak 

keiti iga dalam proseis peirdata, agar dapat meinganti isiipasi i keimungki inan 

peirubahan di inami ika peirkara dan meimpeirsi iapkan strateigi i hukum 

seicara leibi ih matang. 

3. Di iharapkan untuk pi ihak-pi ihak yang meirasa meimi iliiki i keipeinti ingan 

hukum teirhadap suatu objeik seingkeita, di isarankan agar meingajukan 

peirmohonan i inteirveinsi i seidi ini i mungki in, iideialnya seibeilum proseis 

peimbukti ian di imulai i. Hal i ini i beirtujuan agar proseis peiradi ilan teitap 

beirjalan seicara teirti ib, ti idak teirhambat oleih masuknya pi ihak baru di i 

teingah proseis, dan ti idak meini imbulkan poteinsi i peinolakan kareina 

alasan waktu. Di iharapkan majeili is haki im agar dalam meimeiri iksa dan 

meimutus peirmohonan i inteirveinsi i, ti idak seimata-mata meili ihat aspeik 

formal waktu dan keileingkapan pi ihak, teitapi i juga meimpeirti imbangkan 

substansi i keipeinti ingan hukum langsung dari i peinggugat i inteirveinsi i 

teirhadap objeik seingkeita. Deingan deimi iki ian, peirli indungan teirhadap 

hak-hak hukum warga teitap teirjami in meiskiipun teirdapat keiteirlambatan 

dalam peingajuan i inteirveinsi i. 
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